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TERIHADAP

. RUUPERUBATIAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN

1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN ;

. RUU PERUBATAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN

1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  SEBAGAIMANA

TELAIL DIUBAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7

TAHUN 1991

. RUU PERUBAAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN

1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAIIAN NILAI BARANG DAN

JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ;

L RUU PERUBATAN  ATAS UNDANG-UNDANG S(}Eii)i{ 12
TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

]
]

Disampaikan oieh :

SOEKOTJO SAID, SE
Anggota FKP DPRRI No. 236
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FRAKSI KARYA PEMBANGUN AN

i '-.\ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA
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PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN DPR-RI
TERHKHADAP

1. RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN;

2. RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1891,

3. RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 13883 TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH;

4. RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1885 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Disampa’ikan oleh . Soekotjo Said, SE
Anggota DPR-RI No. : 236

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Saudara Pimpinan Rapat yang terhormat,

Saudara Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah yang kami
hormati,

Ibu-iby dan Bapak-Bapak, Anggota Dewan Yang terhormat,

Rekan Wartawan dan Hadirin yang kami muliakan.

‘ Pada kesempatan yang be?bahagia iny pertama—-tama kami
mengaj@k;hadirin yang terhormat untuk sejenak menundukkan kepala
seraya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya ridho, petunjuk, dan
izin-Nya sehingga sampai nari ini dan bahkan sampai detik ini
kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin serta kebijakan
berpikir dalam rangka penyelesaian 4 Rancangan Undang-undang
tentang Perubahan atas 4 Undang-undang Bidang Perpajakan, vyang
merupakan suatu momentum penting yang bernilai historis.

Kami katakan merupakan momentum penting yang bernilai historis
karena Rancangan Undang-undang ini nantinya Insya Allah akan
turut mewarnai dan memberikan andil dalam penyelenggaraan tatanan
dan pengembangan perekonomian nasional yang diamanatkan oleh UUD
1945,

Sidang Dewan yang terhormat,

Seperti kita ketahui bersama bahwa 4 Rancangan Undang-undang

tentang Perubahan atas 4 Undang-undang Bidang Perpajakan telah
disampaikan kepada DPR-RI dengan amanat Presiden Republik
Indonesia Nomor : R.09/PU/VIII/i294, tanggal 22 Agustus 1994.
Setelah dilakukan pembahasan pada pembicaraan Tingkat I dan 11
di Sidang Paripurna, serta pada Tingkat 1II di PANSUS DPR-RI
bersama dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan, maka
pada hari ini kita memasuki tahap pembicaraan Tingkat IV guna
pengambilan keputusan. ‘
Pada waktu berlangsunghya proses pembahasan itu, tampil beraneka
ragam masukan, pandangan dan saran yang dialamatkan kepada 4
Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas 4 Undang-Undang
Bidang Perpajakan ini sebagaimana dapat kita ikuti pada media
massa. 1



Masukan itu, menurut Fraksi Karya Pembangunan merupakan
sumbangan pikiran yang berharga yang mampu menambah semangat
kerja dan semangat juang kita karena pada dasarnya semuanya
manghendaki aacar Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas 4
Undang-Undang Bidang Perpajakan ini dapat memenuhi semua aspirasi
yang berlembarg sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945,

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebagaimana yang telah Kkita sadari bersama, bahwa

pembangunnan yang kita laksanakan hingga sekarang ini sudah
memasuki Tahun I pelaksanaan PELITA VI, sekaligus juga memasuki
Tahun 1 Pembangunan Jangka Panjang ke 11 atau vang kita kenail
dengan proses tinggal landas dalam upaya memacu pembangunan
maentju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila.
Perubahan dtas 4 Undang-Undang Bidang Perpajakan yang telah kita
bahas/bicarakan saat itu akan menjadi amat penting sebagai salah
satu Tandasan bagi pembangunan di bidang perpajakan dimasa
mendatang dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dan
peningkatan investasi sebagaimana vyang diamanatkan dalam GBHN
19393,

Sidang Dewan yang kami muliakan,

4 Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas 4 Undang-
Undang Bidang Perpajakan yang Insya Allah pada hari ini akan
disetujui oleh Dewan, menurut Fraksi Karya Pembangunan akan
merupakan produlk hukum yang lebih baru dibidang perpajakan selain
produk hukum yang telah ada.

Disamping ;itu, erksistensi Rancangan Undang-undang ini menurut
hemat Fraksi Karya Pembangunan sekaligus juga akan memeberikan
dampak positif bagi wajib pajak karena 4 Rancangan Undang-
undang tentang Perubahan atas 4 Undang-Undang Bidang Perpajakan
tersebut momberikan perlindungan vang mendasar bagi masyarakat
termasuk didalam kategori jtu falah para pelaku ekonomi yang
merupakan penggerak utama pembangunan dibidang ekonomi dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Oleh karena itu sejak semula Fraksi Karya Pembangunan berpendapat
bahwa pengajuan 4 Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas
4 Undang-Undang Bidang Perpajakan mempunyai latar belakang dan
motivasi mendasar dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan
pendapatan negara, menciptakan pemerataan pembangunan serta
menciptalan iklim yang lebih segar bagi investor. Disamping
memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak dan masyarakat
umum.

Saudara Ketua dan hadirin yang kami hormati,

Pembahasan 4 Rancangan Undang-undang tentang Perubahan
atas 4 Undang-Undang Bidang Perpajakan yang telah dilakukan
Fraksi-Fraksi di DPR-RI bersama Pemerintah sejak pembicaraan
Tingkat I sampai dengan Tingkat IV yakni pengambilan keputusan,
Fraksi kami tetap berpegang teguh pada pola pikir yang menjadi
dasar dan litik tolak dilakukannya pembahasan terhadap setiap
Rancangan Undang-undang.
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‘Secara sinagkat danm padat pola pikir Fraksi Karya Pembangunan
dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pembahasan dan perumusan berbagai ketentuan dalam
Rancangan Undang-undang tentang 4 Perubahan atas 4 Undang-
Undang Bidang Perpajakan haruslah dijiwai dengan semangat,
keadilan, pemarataan, dan daya pikul, seperti yang tercermin
pada Pancasila sebagai Tandasan 1diil bangsa.

2. Bahwa landasan konstitusional adalah UUD 1945 vang
menaamanat lkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan,
yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan
pertumbuhban ekonomi yang cukup tinggi dikaitkan dengan
pemerataan pembangunan dan hasil-hasiinya, ini merupakan wujud
pengamalan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Bahwa opsrasionalisasi, jiwa dan semangat yang terkandung
dalam Panca=ila dan UUD 1945 dalam bentuk arah kebijaksanaan
pembangunan nasional telah dirumuskan dalam GBHN, vang antara
Tain menegaskan bahwa "Pengembangan perangkat fiskal yang
melipuli perpajakan dan herbagai bentuk pendapatan negara
lainhya dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan pemerataan
dan meningkatkan peran pajak langsung sehingga mampu berfungsi
sebacai untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan serta
memeratalkan lesejahteraan rakyat”.

4. Bahwa GOLKAR telah menjabarkan landasan operasional itu dalam
Program Umum GOLKAR hasil MUNAS V vyang antara lain
mencantumban bahwa GOLKAR akan berpartisipasi aktif mendorong
pertumbuban ekonomi yang cukup tinggi antara lain dengan
mendukung upaya meningkatkan pengerahan dana dan daya secara
terarah dan tepat, efisien, efelktif dan bertanggung jawab baik
yang ‘berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Prinsip-prinsip inilah yang medasari pemikiran Fraksi Karya
Pembangunan dalam pembicaraan Tingkat III yang ialu, Dalam
nembicaraan tingkat II1 inter aksi positif, adu argumentasi yang
terbuka, hangat dan akomodatif, sekalipun tidak sslalu selancar
vang diharapkan. Banyak kesepakatan baru yang dapat dicapai lewat
nerdebatan, pendekatan dan lobbi yang cukup alot.

Bahkan ada substansi dan rumusan yang kadang kala periu ditunda
untuk diendapkan dan direnungkan daltam forum-forum loby sebelum
pembahasan dapat dilanjutkan guna mencari kesepalkatan.

Dengan cemangat musyawarah untuk mufakat dan dengan ditopang oleh
keinginan kuat untuk msnyelesaikan pembahasan 4 Rancangan Undang-
undang ini, segala kKendala, hambatan dapat diatasi dengan baik.
Masalah-masalah penting, yang bersifat fundamental dan strategis
yvang diperjuangkan Fraksi Karya Pembangunan, setelah melalui
pembahasan cukup lama dengan Fraksi lain dan Pemerintah akhirnya
dapat disetujui untuk dimuat dalam Konsiderans, Ketentuan Umum,
Pasal, ayat serta Penjelasan.

Masalah-masalah yang telah memperoleh kesepakatan Fraksi-fraksi
serta Pemerintah tersehut antara lain sebagai berikut :

1. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. ,



1. Daluwarsa Penagihan Paijak

Perubahan jangka wakiu daluwarsa penagihan pajak dari
lima tahun menjadi sepuluh tahun yang telah disepakati
oleh keempat Fraksi, oleh Fraksi Karya Pembangunan
diyakini akan berdampak positif, vyaitu ‘

1) Lebih memantapkan pelaksanaan prinsip self assesment,
yang berarti Wajib Pajak akan lebih meningkat
kesadaran dan tanggungjawabnya dalam memenuhi
kewajiban pajaknya untuk kepentingan pembiayaan
pembangunan.

2) Mengurangi atau setidak-tidaknya membatasi
"keberanian” sementara Wajib Pajak vang dengan sadar
dan sengaja menyampaikan keterangan dan pengisian SPT
"'secara tidak benar yang dampaknya dapat merugikan
penerimaan negara.

Hal ini berkaitan Tangsung dengan sanksi pidana yang
diklasifikasikan sebagai tindek pidana di bidang
perpajakan vyang mengancam perbuatan tersebut dengan
pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda
setinggi-tingginya empat kali jumlah besarnya pajak
yang terutang atau yang kurang dibayar.

3) Menuntut peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur
pajak secara lebih profesional, dibarengi dengan
kejujuran dan keberanian bertindak, demi kepentingan
bhangsa dan negara.

4) Akan meningkatkan besarnya penerimaan negsra dan
sektor perpajakan.

2. Pendelegasian/pelimpahan wewenang

Fraksi Karya Pembangunan sejak semula berpendapat bahwa
Undang-undang bidang perpajakan memiliki kekhususan
dibanding Undang-undang dibidang lainnya, khususnya dari
seqi jenis, jumlah dan materi muatannya.

Sesuai perkembangan dan kebutuhan dewasa ini Indonesia
memiliki berbagai Undang-undang dibidang perpajakan,
antara lain
1) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
FPerpajakan;

} Undang-undang tentang Pajak Penghasilan;

) Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilaft
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah ;

4) Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

5) Undang-undang Nomor 5 tahun 1953 sebagai Undang-
undang Perubahan atas Ordonansi Tahun 1927 termuat
dalam Staatsbiad Nomor 29 tahun 1827 tentang
Banding di bidang Perpajakan.
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Materi muatan Undang—undang dibidang perpajakan memuat
materi yang bersifat kebijakan, pemberian kewenangan yang
kuat kepada Menteri Keuangan dan pendelagasian kewenangan
Menteri Keuangan atas kuasa Undang-undang kepada Direktur
Janderal Pajak terhadap pelaksanaan materi muatan yang
hersifat teknis administratif, yvang secara tegas dan
jelas dicantumkan dal-w Batang Tubuh Undang-undang.
Nengan pendelegasian atau pelimpahan Kkewenangan
herienjang tersebut, Fraksi Karya Pembangunan
harbteyakinan pelaksanaan Undang-undang dibidang
perpajakan  akan  lebih efisien dan effektif,

Untuk itu Fraksi Karya Pembangunan menyarankan kepada
Pemerintah, hendaknva pada saat mulai beriakunya keempat
Undang-undang tentang perubahan undang-undang dibidang
perpajakan tanggal 1 Januari 1895, keempat Undang-undang
tersebut telah dilengkapi dengan berbagai Peraturan
Pemerintah, Keputusan Menteri{ Keuangan, Keputusan
NDirektorat Jenderal Pajak serta berbagai petunjuk
pejaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan, sehingga
mevupakan satu kesatuan peraturan perundang-undangan
dibidang perpajakan yang utuh dan lengkap.

Badan Peradilan Pajak

Fraksi Karya Pembangunan menyambut gembira disepakatinya
materi muatan tentang badan peradiltan pajak oleh keempat
Fraksi, karena hal tersebut merupakan substansi yang
sangat strategis, yaitu

1) Pembentukan badan peradilan pajak adalah merupakan
suatu tuntuan kebutuhan dalam suatu negara yang
berdasarkan atas hukum,. karena dengan kehadiran badan
seperti itu diharapkan penvelesaian masalah perpajakan
dapat mementhi rasa keadilan masyarakat. Fraksi Karvya
Pembangunan tentunya berharap, bahwa badan peradilan
pajak yang kita inginkan itu, sungguh-sungguh badan
vang terpercaya dan dipercava serta bebas dari
pengaruh kekuasaan dari manapun datangnya termasuk
kekuasaan pemerintah, sehingga keputusan-keputusannya
dapat dirasakan sebagai refleksi dari rasa keadilan
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat,

Fraksi Karya Pembangunan juga berharap, bahwa
penyalesaian masalah perpajakan harus senantiasa
menjunjung tinggi asas—asas penielasan/masalah yang
cepat, murah dan terjangkau oleh masyarakat luas dan
menumbuhkan kepastian hukum.

Fraksi Karya Pembangunan sebagai penyalur aspirasi
masyarakatl, tentunya tidak menginginkan penyeslesaian
masalah perpajakan, memakan waktu yang berlarut-larut,
karena kalau itu terjadi, pasti akan merugikan
berbagai pihak, baik bagi para wajib pajak maupun bagi
Pemerintah.

Oleh karena itu keputusan yang diambil oleh badan
peradilan pajak adalah merupakan satu-satunya instansi
yang syah dan putusan tersebut adalah putusan yang
akhir dan tetap. y



2) Untuk ménghindari terjadinya kekosongan hukum dalam
penyelesaian sengketa perpajakan, Kewenangan
penyelesaian permohonan banding oleh Wajib Pajak
terhadap keberatannya atas keputusan Direktur Jenderal
Pajak dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Paijak
sebagail peradilan administratif dibidang perpajakan
vang putusannya bukan merupakan putusan tata usaha
negara,

3) Upaya para pencari keadilan dibidang perpajakan dalam
rangka penerapan asas keadilan hukum, tetap dijamin
pelaksanaannya, baik untuk masa peraiihan melalui
Majelis Pertimbangan Pajak, maupun untuk masa
mendatang, Insya Allah pada tahun fiskal 1995 melalui
suatu badan peradilan pajak sebagai Badan Peradilan

o Khusus dibidang perpajakan yang dibentuk dengan
" Undang-undang.

4. Kewenangan Penghentian Penvidikan Tindak Pidana dibidang
Perpajakan

Sejalan dengan tekad bersama untuk kemandirian dibidang
pembiayaan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh
Garis—-garis Besar Haluan Negara 1893, pendapatan nhegara
dari sumber perpajakan dijadikan sektor unggulan dan
penentu dari sudut penerimaan negara untuk pembiayaan
pembangunan. Ini berarti penerimaan negara dari sektor
pajak setiap tahun harus semakin meningkat, baik besarnya
jumlah penerimaan maupun cakupannya (tax coverage).
Dalam hubungan 1ini Fraksi Karya Pembangunan sangat
mendukung dan menghendaki diterapkannya penegakan hukum
dibidang perpajakan secara konsisten dan konsekuen tanpa
- odiskriminasi, dengan tetap mengupavakan maksimalisasi
penerimaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dibidang perpajakan.

Untuk kepentingan negara yang demikian itu, Fraksi Karya
Pembangunan berpendapat dan menyarankan hendaknya
penerapan kewenangan Jaksa Agung atas permintaan Menteri
Keuangan untuk dapat menghentikan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan benar-benar sepenuhnya
didasarkan untuk kepentingan mengamankan penerimaan
pendapatan negara.

Untuk itu hendaknya Pemerintah pada saat mulai berlakunya
keempat Undang-undang tentang perubahan Undang-undang
bidang perpajakan sudah pula menetapkan ketentuan-
ketentuan pelaksanaan dari syarat-syarat penghentian
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

I1. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 19981 sebagai
berikut



3.

Perluasan obijek paiak.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Objek
pajak diperluas sehingga meliputi tambahan kekayaan netto
dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan dalam pengenaan
pajak terhadap wajib pajak yang secara sadar tidak
memberitahukan kekavaan yvang dia miliki selain dari yang
telah dilaporkan di dalam surat pemberitahuan tahunan
(SPT3). '

Di samping itu untuk menjaring objek pajak dari wajib
pajak Juar negeri yang selama ini lepas dari jangkauan
fiskus maka segala pembayaran jasa, keuntungan/laba
karena pengalihan harta dan pembayaran premi ke luar
negeri adalah objek pajak sehingga dikenakan pula pajak
penghasiltan.

Salah satu hal yang menggembirakan yang merupakan
keberfihakan terhadap orang kecil dan lemah ialah
mengecualikan keuntungan yang timbul dari pengalihan
hatta berupa hibah, bantuan atau sumbangan yang diberikan
kepada pengusaha kecil termasuk koperasi, badan keagamaan
atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan
yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penghasilan kena paijak.

Besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana tercantum
datam Pasal 6 ditentukan oleh besarnya penghasilan bruto
dikurangi biaya, penyusutan/amortisasi, kerugian, premi
asuransi, pajak kecuali pajak penghasilian dan iuran
kepada dana pensiun.

Dalam hubungan ini pasal ini menegaskan kepeduliannya
terhadap upaya pengembangan IPTEK, pengembangan dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia serta
pelestarian lingkungan hidup dengan menetapkan bahwa
pengeluaran-pengeluaran untuk pengoiahan limbah, biaya
penelitian dan pengembangan perusahaan, biavya bea siswa,
magang dan pelatihan adalah termasuk biaya dari
perusahaan sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto,serta memperkenakan pembentukan atau pemupukan
cadangan untuk reklamasi bagi usaha pertambangan.

Penghasilan Tidak Kena Paijiak.

Pasal 7 avyat (1) menetapkan bahwa penghasilan tidak kena
pajak adalah sebesar Rp 1.728.000,00 untuk diri wajib
pajak orang pribadi, Rp 864.000,00 tambahan untuk wajaib
pajak yang kawin, Rp 1.728.000,00 tambahan untuk seorang
isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan
suami dan Rp 864.000,00 tambahan untuk setiap anggota
keluarga sedarah dan keluarga semenda serta anak angkat,
paling banyak tiga orang.

Fraksi Karva Pembangunan dapat menyetujui sepenuhnva
besarnya penghasilan tidak kena pajak 1ini karena sudah
memenuhi persyarataran obyektif yang dikemukakan oleh FKP
yaitu

a. telah mengakomodir kenaikam tingkat inflasi selama

sepuluh tahun terakhir;



L. alkan dapat meningkatkan pernsrimaan negara seiring

denaan semakin meningkatnya coverage ratio;

c, teltah =sesuai denaan daya pikul para wajib seiring
denagan Fian meningkatnya pendapatan percapita;

d. peneiapan bacarnya penghasilan tidak kena pajak ini
akan dieasuail an setiap tahun dengan suatu fTaktor

panyvestaian;
hberarnva penghasilan tidak kena pajak ini telah
dikaditlan dengan tapisab penghasilan kena pajak dan
tarif pajak,

]

Penyusutan_dah Amo

sagi.

[
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Pasal 11 dan Pasal 11 A memberikan alternatif dalam hal
penyusutan dan amorticasi yaitu straight line method atau
mtode garis Jurus vyvang menerapkan penyusutan harta
herwujud dan harta tak berwujud dalam bagian-bagian vang
sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta
tarsebut.

Metode berikulnya yang diperkenankan ialanh declining
‘balance method atau metode saldo menurun yang
malaksanakan penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun
dengan cara menerapkan tarif penvyusutan atas nilai sisa
b

Adanya alternatif bagi wajib pajak untuk memiliih salah
satu dari metode penyusutan ini sangat menguntungkan bagi
perkembangan usahanya.

Lapisan ponghasilan _kena pajak_dan_tarif pajak.
Didalam mengusulkan lapisan penghasilan kena Pajak dan
Tarif Fajak, Fraksi Karya Pembangunan mengakomodir
usuﬁannya‘dengmn saran/usul Fraksi lain danipert{mbangan
Pemerintah dengan tetap berpegang teguh pada prinsip :

: By ;

a. Penerimaan negara tetap aman;

b. Tetap memperhatikan keadilan dalam memikul beban
najak;

c. Sederhana agar memudahkan wajib pajak:

d. Dapat dipantau dengan efktif oleh fiskus;

e. Tetap meransang investasi;

f. Dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan
sistim self assesment.

Fraksi Karya Pembangunan dalam pertimbangannya condong

memilih alternatif kedua yvang diusulkan Pemerintah

dengan lapisan dan tarif sebagai berikut

sampai dengan Rp 25.000.000,00 10 %

di atas Rp 25.000.000,00 s/d 1
Rp 50.000.000.00
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%

di atas Rp 50.000.000,00 230 %

Alasan Fraksi Karya Pembangunan menerima itu karena
alternatif kedua tersebut memenuhi uUnsur-unsur
pertimbangan sebagail landasan penetapan lapisan dan
tarif pajak, .



Disamping itu alternatif kedua lebih mencerminkan
keberfihakan kepada masyarakat pengusaha kecil,lebih
progressif, lebih berkeadilan dan lebih sederhana.
Oleh karena itlL FKP sepakat untuk menerima alternatif
kedua sebagui Tapisan penghasilan kena pajak dan tarif
pajak ditetapkan secara definitif sebagai alternatif
yang terbaik di dalam Pasal 7 ayat (1).

Sementara itu mengenai penurunan tarif pajak dari 30 %
menjadi serendah-rendahnya 25% sebagaimana ditetapkan
datam Pasal 7 ayat (2) harus dilakukan dengan
Peraturan Pemerintah setelah dikemukakan oleh
Pemerintah kepada DPR-RI untuk dibahas dalam rangka
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Negara
(RAPBN) sehingga jiwa vang tersirat dalam pasal 23 UUD
1945 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Selanjutnya mengenai penyesuaian lapisan penchasilan
kena pajak yang diatur dalam ayat (3) akan dilakukan
dengan keputusan Menteri Keuangan dengan berpedoman
kepada faktor-faktor penyesuaian antara lain tingkat
perkembangan inflasi.

Partumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Dalam Pasal 31A diatur secara tegas upava
peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di
seluruh wilayah Indonesia dengan memungkinkan
pemberian fasilitas perpajakan kepada wajib pajak vang

.melakukan penanaman modal dibidang-bidang usaha

tertentu dan atau daerah tertentu.
Dalam rangka kepastian hukum ketentuan pasal inj
diberi batasan-batasan vang lebih konkrit.:

" Fraksi Karya Pembangunan dalam pengantar musyawarahnya

mengajukan usul antara lain sebagai berikut

a. Usaha tersebut belum cukup atau kurang merangsang
prakarsa serta minat bagian terbesar pengusaha;

b. Usaha vang dilakukan bertujuan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi ;

c. Modal vang diperlukan sangat besar dan teknologinya
canggih serta mempunyai akses pasar yang cukup
terjamin,

Sedangkan daerah-daerah yang dipricoritaskan adalah
daerah terpencil, daerah perbatasan dan kawasan timur
Indonesia.

Setelah melalui musyawarah, Fraksi Karya Pembangunan
dapat menyetujui bahwa batasan-batasan yang konkrit
jtu dicantumkan dalam Penjelasan yang antara lain
berbunyi

“Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada
hakekatnya terutama untuk berhasiinya sektor-sektor
kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala
nasional, khususnya penggalakan ekspor. Selain itu
kemudahan ini dapat pula diberikan untuk mendorong
perkembangan daerah yang terpencil, seperti vang



banyal terdapat di Kawasan Timur Indonesia, dalam
ranagka pameratasn pembangunan.’

Femudahinn vang diberikan terbatas dalam bentuk

a. ponryusutan dan amortisaszi yang lebih dipercepat;

1

h. | empeneasi kerugian varng lebih lama tetapi tidak

Tebih dari 10 tahun;

c. pengurangan PPh atas dividen sebagaimana dimaksud
datam Pasal 206,

Pemilkian pula ketentuan ini dapat digunakan untuk
menampung  kemunagkinan perjanjian dengan negara atau
Tnegata-negara lain dalam bidang perdagangan,
investasi, dan bidang lainnya.

111, nancangan Undang-undang perubahan atas Undang-undang Nomor

12

-

Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan.,

Peninglcatan besarnya jumlah nilai jual objek pajak tidak
kana Paialk (NJOP-TKP) dari seniltai Rp 7.000.000,~ menjadi
fp 8.000.000,~-, meskipun akan berakibat berkurangnya
panerimaan negara dari sumber PBB, namun dari sudut
bepent ingan rakyat kecil sangat menggembirakan.

Dalam hubungan ini Traksi karya Pembangunan berpendapat
dan menyarankan hendaknya setiap kali Pemerintah
berkehendak merubah besarnya jumlah NJOP-TKP, hendaknya
rertimhangan pertama-tama dan terutama adalah untuk
kepentingan rakyat kecil dengan memperhitunglkan
Fompensasinya dari sumber-sumber lain yang tidak
mamberatlan beban rakyat kecil.

Salah satu cara yang disarankan oleh Fraksi Karya
Pembangunan adalah dengan mengatur segala bentuk dan
janis penerimaan negara di luar pajak dengan Undang-
undang sesuail amanat Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945,
Semalkin cepat hal tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah
bersama Dewen Perwakilan Ralyat, alkan semakin besar
dgampak positifnya untuk memperkuat posisi dan peranan
penerimaan negara dari  sumber-sumber dalam negeri bagl
pembiayaan pembangunan.

S2suai dongan kesepakatan dan janji tertulis Pemerintah
tarhadap pendapat dan saran Fraksi Karya Pembangunan
untuk memberikan pengurangan kolektif bagi Wajib Pajak
raR di kalanagan rakyat kecil sebelum ditetapkannya Nilai
Jual Objek Pajak bagi mereka, berdasarkan permintaan
tertulis dari Pemerintah Daerah Tingkat 11, maka
hendaknya hal tersebut dapat segera ditetapkan oleh
Menteri Keuwangan berdasarkan lkewenangan yang diberikan

oleh Pasal 19 ayat (2) Undang-undang tentang Pajak Bumi
dan Bangunan,

10



Iv.

Dalam hubungan ini Fraksi Karya Pembangunan meminta
kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk cepat tanggap
dalam memenuhi kewajibannya membantu Menteri Keuangan
melaksanakan penetapan pengurangan kolektif bégi
kepentingan rakyat kecil didaerahnya, tanpa perlu
kekhawatiran akan kemungkinan berkurangnya penerimaan
daerah dari sumber PBB, karena apabila terjadinya
kekurangan penerimaan daerah akibat penetapan NJOP-TKP
darn pengurangan kolektif, Fraksi Karvya Pembangunan
berkeyakinan penuh hal tersebut akan dikompensasikan oleh
Pemerintah Pusat dari alokasi jatah penerimaan Pemerintah
Pusat dari sumber PBB dan sumber lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan.

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan MNilai Barang
dan,Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
dilarukan dengan sungguh dan mendasar atas Rancangan Undang-
undang Perubahan UU PPN 1984 telah membawa Fraksi Karya
Pembangunan kepada kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut

Peniadaan pajak ganda dan dualisme dalam sistim
pemungutan yang memotivasi pergantian UU PPn 1851 dengan
UU PPN 1984 tetap dipertahankan. Demikian pula halnya
dengan type dan metoda pemungutannya.

Perluasan dan pendalaman cakupan PPN baik mengenai subyek
maupun obvek pajak sejalan dengan kebijaksanaan yang
telah digariskan dalam GBHN 1983 dan REPLITA VI, untuk
meningkatkan eksentifikasi, intensifikasi dan efisiensi

~dalam perpajakan.

" Untuk mencegah ketidak merataan beban pajak sebagai
- akibat serta dalam perluasan dan pendalaman PPN maka

* pengusaha kecil tidak diharuskan menjadi pengusaha kena
pajak kecuali atas permintaan/pilihannya sendiri.

* jenis—-jenis barang dan jasa berwujud maupun tidak
berwujud yvang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat
yang masih lemah perekonomiannya atas dasar ketentuan
Pasal 4A Rancangan Undang-undang Perubahan UU PPN 1984,
melalui Peraturan Pemerintah dibebaskan dari pengenaan
PPH seperti
a. barang hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil

kehutanan, vang dipetik langsung, diambil langsung,
atau disadap langsung, dari sumbernva, seperti padi-
padian, kelapa sawit, karet;

b. barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau
penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernva,
seperti sapi potong, unggas;

c. barang hasil penangkapan atau budi daya perikanan,
vang diambil langsung dari sumbernya, seperti ikan
tuna, teripang, udang;

d. barang hasil pertambangan dan pengeboran, vang
diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak
mentah {crude oil) garam;

e. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan
oleh rakyat banyak seperti beras, garam beroijdium;
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(83}

f. beberapa Jeqis barang, karena untuk menghindar
memgeﬁaan pajak berganda dengan yang dipungut oleh
Pemerwntah Daerah, misalnya Pajak Pembangunan I dan
Paiak Tontonan;

9. surat-surat berharga;

h. Tistrik, kecuali untuk perumahan mewah;

i air hasil produksi perusahaan air minum (PAM) :

i+ jasa di bidang pelayanan kesehatan medik seperti
dokler umum, dokter spesialis;

k. jasa di bidang pelayanan sosial, seperti panti
asuhan, jasa pemakaman;

1. jasa di bidang pengiriman surat:

m. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna
usaha dengan hak opsi; ;

n. jasa di bidang keagamaan, seperti pemberian kotbah
atau dakwah;

0. jasa di bidang pendidikan, seperti sekolah umum,
sekolah kejuruan;:

p. jasa di bidang kesenian, seperti pementasan kesenian
tradisonal;

g. jasa di bidang penyiaran, seperti penyiaran radio
dan televisi yang bukan bersifat iklan;

r. jasa angkutan di bidang umum, seperti angkutan umum
di darat dan di laut;

s. jasa di bidang tenaga Kkerija, seperti jasa
penyelenggaraan di bidang latihan bagi tenaga kerja;

t. jasa di bidang perhoteian;

u. jasa telpun coin box dan jasa telegram.

Atas dasar Pasal 16C Rancangan Undang-undang Perubahan UU
PPN 1984, melalui batasan dan tata cara pengenaan PPN
atas kegiatan membangun sendiri yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan, golongan masyarakat yang berpendapatan
rendah vyang melakukan kegiatan membanhgun sendiri
dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga memungkinkan
peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
perumahan. :

Dengan motivasi meningkatkan efisiensi administrasi
perpajakan, ketentuan tentang konpensasi dan pengembalian
PPN vang pada UU PPN 1984 dibenarkan dilakukan dalam
setiap masa pajak, dalam Rancangan Undang-undang
Perubahan UU PPN 1984 diubah menjadi kompensasi
dibolehkan setiap Masa Pajak tetapi pengembalian hanvya
pada akhir Tahun Pajak. Sedangkan untuk kegiatan ekspor
konpensasi dan pengembalian tetap dibenarkan pada setiap
Masa Pajak, sehingga peningkatan kebijaksanaan ekspor non
migas tetap terjamin.

Dengan mengutamakan motivasi mengamankan penherimaan
negara, dalam Rancangan Undang-undang Perubahan PPN 1984
Pasal 9 ayat (8) huruf ¢ pada awalnya ditentukan bahwa
"perolehan dan pemeliharaan barang modal” tidak dapat
dikreditkan Pajak Masukannya.

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan dan
pemeliharaan barang modal dibebankan ke dalam harga
barang modal yang bersangkutan dan selanjutnya dibebankan
sebagai biaya melalui penyusutan. Walaupun motivasinya
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dapat dipahami namun perubahan tersebut akan menimbulkan
disinvestasi vang merugikan pembangunan secara
keseluruhan vyang pada gilirannya merugikan juga
nenntmaan nbgarﬁ, Disamping itu membebankan Pajak
Masukan “anq {idak dikreditkan, ke dalam harga barang

modal  yang elanjutnya lewat penyusutan memasuki biaya,
akan merubah t,pq P‘H yvarg dianut dalam UU PPN 1984 yaxtu
PPN atas RGWcumo' consunntion type VAT u“:’1d1 PPN atas

N

o
produled bErutbo gjrmgs product type VATY sehingga
maenaicicdupkan  lembaiil pajalk bargaﬂoa yang telah
ditiandaltan, karena barang modal terkena PPN Tebih dari
satuy ka'i atau dengan perkataan 1ain menimbulkan pajak
ganda {(cascade effect). Akibat selanjutnya dari perubahan
terechut adalah

~ barang wmodal memikul beban pajak yang sangat berat

- ikiim investasi kurang kondusii

- modernisasi alat produxesi sangat ferhambont

~Gdunia usaha menguranai penbhelian barang modal.

Monurut Fraksi Karya ﬁnnhahQUde, kebijaksanaan
parpajakan yang mendorong investasi merupakan suatu
keharusan karena dalam REPELV*ﬂ VI direncanakan peranan
stok modal dalam sumber-sumbaer pertumbuhan sebesar 53 %
{lima puluh tiga persen). Atas dasar penalaran itulah
Fraksi Karya Pembangunan terdorong mempertahankan adanya
ketentuan yang memunaokinkan pengkyeditan Pajak Masukan
atas Darang Modal dan telah mengusuikan agar Ketentuan UU
PRM 1924 Pasal 9 (8) huruf ¢ tetap dipertahankan.

Kot eguhan pijakan pada motivasi PPn BM sebagaimana
tertuang dalam UU PPN 1984, dan perubahan tarif PPn BM
dxlam Rancangan Undang-undang Perubahan UU PPN 1884
menindi cerendah-rendahnya 10 % {(<sepuluh persen) dan
setinggi~-tingginya 50 % (lima puluh percen) sebagaimana
divsullan Fraksi Karv~ Pambangunan, serta pernggarisar

1
vand jolas dalam Penjelas=n Nancangan Undang-undong

Perubahon U POH 1881 Yentn dosar -doinr yang perlu
dipaciineangtan alam o penyu s Lan fompok varang mewah

nleh Pemerintah dan macan/ je2nis barang mewah olehn
Menteri Keuangan yang dilkenawan PPn Rﬂ‘fﬂ\g Mewah
moembukt ilan d@nqaw jelas tebkad untun lebih mengefektifkan

fungsi I'Pn BM se baqai sarana peradam dampak kKetidak
adilan PP (ﬁaMQmL cgresif{ ) dan carana pengendalian

onsumsi barang zaevfah.

Pasal 1063 Rancangan Undang-undang Perubahan UU PPN 1984
yang moenberi wadah brgi Pemerintanh uniuk menetapkan
bemudahan  perpajakan membuktikan kepelaan terhadap

kenyataan adanya perubahan masyarakat vang sangat
akseleralif baik nasional maupun internasional serta
Fepeduiian vang t1H931 atas cdaerah—-daerah vang tertinggal
pembangunannya. MNamun demikian kemudahan-kemudahan dalam
bidang perpajakan telah dibert pembatasan yang ielas danh
tegacs dalam Penjelasan Rancangan Undang-undang Perubahan
U pPrit 1634, sehingga dinarapkan penerapannya tidak
menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan
tersebut. Kemudabhan prorpajakan yang diatur dalam Pasal
160 diatas antara lain untul : .



- mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di
Kawasan Berikat dan Entreport Produksi untuk Tujuan
Ekspor (EPTE) atau wilayah lain di daerah pabean vang
dibentuk khusus untuk maksud tersebut.

- menampung kemungkinan perjanjiian dengan negara atau
negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan
investasi.

9. Nomor Ketentuan Peralihan Pasal 18A huruf b dalam
Rancangan Undang-undang Perubahan UU PPN 1984 vyang
membenarkan pengenaan PPN dan PPn BM atas usaha di bidang
pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan
pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil dan
Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama yandg masih
berlaku pada saat berlakunya WU Perubahan UU PPN 1384,
tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi
Hasil, Kontrak Karya atau persetujuan kerjasama sampadi
dengan akhir masa kontraknya sebagaimana diusulkan Fraksi
Karya Pembangunan yang mendapat dukungan semua Fraksi dan
Pemerintah tentu sangat membantu dalam menjamin kepastian
hulkum yang pada gilirannya meningkatkan minat investasi
dalam usaha pertambangan. '

Saudara Pimpinan Sidang
Saudara Menteri Keuangan dan Hadirin yang kami muliakan.

Atas dasar poia pikir serta seluruh ulasan yang kami uraikan

di atas disertai rasa syukur kehadirat Allah 8SWT, maka dengan

mengucapkan Bismillahirahmanirahim, Fraksi Karya Pembangunan

dengan 1ini menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-
undang :

1, Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

‘Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; *
2. Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1883 tentang Pajak
" Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1981; ‘ .

3. Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah;

4., Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

"Bumi dan Bangunan.

Untuk disyahkan menjadi Undang-undang.

Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini {jinkan kami
menyampaikan beberapa harapan
1. Dengan disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Perpajakan
menjadi Undang-undang, dipandang perlu segera dibuat berbagai
Peraturan Pelaksanaan sehingga saat pemberlakuannya tidak
mengalami hambatan. '

2. Pemasarakatan semua hal yang terdapat dalam Undang-undang,
sehingga diharapkan semua lapisan masyarakat dapat secepatnya
memahami dan menyesuaikan diri dengan segala ketentuan dalam
Undang~undang, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat
sebagail Wajib Pajak.
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3. Dalam rangka mendorong terciptanya iklim yang semakin
memudahkan Wajib Paiak dalam melaksanakan kéwajibannvya,
kiranya Pemerintah secara terus menerus melakukan
penyempurnaan terhadap berbagai prosedur dan tata cara
pemungutan pajak yang selama ini dianggap masih belum
menunjang Wajib Pajak melaksanakan kewajibannva.

4. Agar segera dapat terwujudnva aparat perpajakan. yang makin
“mampu dan bersih serta adanya peningkatan pengawasan atas
‘pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku

5.;Denga§ adanya kemudahan di bidang perpajakan diharapkan
. Pemerintah mampu mendorong perkembangan daerah terpencil yang
"banyak terdapat di Kawasan Timur Indonesia, serta mewujudkan
pemerataan pembangunan di  seluruh Wilayah Indonesia.

6. Mengingat perubahan Undang-undang perpajakan ini bukan satu-
.satunya instrumen untuk meningkatkan iklim investasi maka
iperiu ditunjang juga dengan kebijaksanaan deregulasi dan
tdebirokratisasi di bidang-bidang yvang lain, agar dapat dicapai
tiklim investasi yang optimal seperti yvang diharapkan.

7. Fraksi Karya Pembangunan tetap merasa perlu agan Pemerintah
‘terus memantau barang-barang/produk yang dibutuhkan untuk
- keperluan hajat hidup orang banyak antara lain obat-obatan

~generik berlogo yang harga patokannya dwtefapkan dengan SK
'%Menter1 Kesehatan.
Saudara Pimpinan Rapat yang terhormat,
Saudara Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah yang kami
hormatt X
Ibu- 1bu dan Bapak-Bapak, Anggota Dewan Yang terhcrmat Rekan
vWartawan dan Hadirin yang kami hormati. . ‘ ‘ § '
n fDemakwaniah Pendapat Akhir Fraksi Karya Pembangunan dalam
mengantar persetujuan terhadap 4 Rancangan Undang-undang tentang
Perpajakan. Seluruh proses pembahasan Rancangan Undang-undang ini
telah berlangsung secara intensif dan mendalam, hal ini
menunjukkan ketajaman dan keftelitian trdks1~frak€1 maupun
Pemerintah, dalam melihat berhagai permasalahan.
Rupanya dinamika dan semangat demokrasi Pancasila telah
mempertemukan perbedaan~-perbedaan menjadi kesepakatan bersama
untuk mempersembahkan hasil karyva bagi Nusa dan Bangsa.

Tidaklah berlebihan apabila pada kesempatan ini, Fraksi kami
menyampaikan rasa terima kasih vyang sebesar—-besarnya kepada
Saudara Pimpinan Dewan vyang telah memberikan petunjuk serta
pengarahannya sehingga kita mampu menvelesaikan tugas ini sesuai
dengan harapan kita bersama. ‘

Fraksi Karya Pembangunan tidak 1lupa menyampaikan terima kasih
kepada F.ABRI, F.PP, F.PDI dan Pemerintah atas segala pengertian
dan kerjasama yang baik selama ini dalam membahas perubahan
keempat Undang-undang bidang perpajakan tersebut.

Selanjutnya rasa terima kasih dan penghargaan kami sampaikan
kepada organisasi Kkemasyarakatan, Lembaga Pemerintah, swasta dan
pihak-pihak Tain vang telah memberikan berbagai masukan berharga,



baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga telah turut
mempurdaltam dan memperlancar pembahasan Rancangan Undang-undang
ini.

Begitu pula kepada para wartawan dari media cetak maupun media
elektronik yang tidak besan-bosannya meliput pembahasan keempat
Rancangan Undang-undang tentang Perpajakan kepada masyarakat
mulai Pe@bicaraan Tingkat I sampai Pembicaraan Tingkat 1V.

Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal
DPR-RI dan Departemen Keuangan khususnya Direktorat Jdenderal
Pajak, karena dengan segala pelayanan dan kemudahan vang
diberikan telah turut memperlancar pekerjaan Pansus,.

Akhirnya atas kesabaran hadirin yang kami muliakan dalam
mengikuti pembacaan Pendapat akhir Fraksi Karya Pembangunan, kami
menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, teriring
permohonan nsaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi
Ibu-ibu dan Rapak-bapak.
semuga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan
perlindungan, petunjuk dan bimbingannya agar Bangsa Indonesia
selalu berada dijalan yang diridhoi-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 13 Oktober 19384
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN DPR-RI



R DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I
S . FRAKSI ABRI

PENDAPAT AKHIR FRAKSI ABRI

6T AES
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANDG

PERUBAMAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR & TAHUN 1983
TENTONG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JAGA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Yang terhormat Sdr. Pimpinan Sidang;

Yang terhormat Sdr. Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah;
Yang terhormat para Anggota. Dewan;

Serta hadirin yvang kami hormati.

Pertama~-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rakhmat dan lindungan—Nya
hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat
wal ' afiat untuk mengikuti Pendapat Akhir Fraksi-—fraksi atas 4
(empat) Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-
undang Perpajakan dalam rangka Pembicaraan Tingkat IV
Pengambilan Keputusan,

Atas nama Fraksi ABRI, perkenankanlah kami mengucapkan
terimakasih dan penghargaan kepada Saudara Pimpinan
Sidang atas kesempatan vang diberikan kepada Fraksi ABRI,
untuk menvyampaikan Pendapat Akhir ini dan terimakasih serta
penghargaan kami sampaikan juga kepada Fraksi Karys Pembangunan,
Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
dan Pemerintah vang telah bersama-sama bermusyawarah membahas 4§
(empat) Rancangan YUndang-undang Perpajakan secara mendalam dan
seksama dalam suasana yang penub kekeluargaan untuk mencapai
mufakat, sehingga tercapai hasil sebagalimana yang diharapkan.
Ungkapan rasa terimakasih ini kami sampaikan pula kepada semua
pihak dan seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan
sumbangan pikiran daen saran—saran maupun pendapatnya baik
secara langsung kepada Fraksil ABRT meupun melaluli media massa
yvang telah kami Jjadikano bahan guna pembahasan dan penyempurnaan
Undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan kepada kita semua
betapa besar perhatian masyarakat terbadap masalah perpajakan
vang menyentubh langsung kehidupan rakyat banyak dan sekaligus
mewujudkan peran  serta masyarakat dalam mendukung pembiayaan
pembangunan nasional.

Saudara Ketua darn Sidang vang terhormat,

Pasal 23 ayat (2) UUD-19245 menentukan bahwa "segala pajak

gi‘untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang'.




Dalam penjelasannya disebutkan "Oleh karena penetapan

belanja mengenal hak Rakyat untuk menentukan nasibnya
sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada
Rakyat, sebagal pajak dan lainnya, harus ditetapkan dengan

Undang~undang yalitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
Ketentuan UUD~1945 itu kemudian dijabarkan dalam GBHN 1993
. dimana antara lain diamanatkan hal-hal sebagai berikut

Kebijaksanaan fiskal, moneter dan neraca pembayaran
dilaksanakan secara serasi dalam rangka mendukung pemerataan
pembangunan dan hasil-hasil yang makin meluas dengan
pertumbuban ekonomi yang cukup tinggli dan stabilitas ekonomi
vang sehat dan dinamis dalam rangka menunjang keseimbangan

" pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa.

ERARS

"2, Penerimaan negara terus diupayakan peningkatannnya dengan

7 menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan negara,
terutama sumber penerimaan yang berasal dari perpajakan
dan sumber lainnya, dengan tetap memperhatikan peningkatan
kemampuan pembiayaan pembangunan oleh masyarakat dan

dunia usaha.

3. Sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan
negara terus disempurnakan dan disederhanakan dengan
memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan
kemampuan masyarakat melalul peningkatan mutu pelayanan dan
kualitas aparat yvang tercermin dalam peningkatan kejujuran,
tanggung Jjawab dan dedikasl serta melalul penyempurnaan
sistem administrasi.

Ketentuan di atas dihadapkan dengarn tuntutan pembangunan yang
semakin meningkat dan perkembangan dunia internasional dalam
era globalisasi yang mengakibatkan daya tarik investasi dan
kegiatan ekspor khususnya di  negara-negara berkembang semakin
kompetitif, dan penciptaan lapangan kerja merupakan alasan dan
pertimbangan wutama Fraksi ABRI untuk menyetujul diadakannya
perubaiwan atas keempat Undang—undang dibidang perpajakan.
Dengan dremikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perubahan
itu bersifat penyesuaian materi dan lingkup Undang-undang dengan
peningkatan pembangunan dan perkembangan dunia internasional
dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa, daya dukung rakyat dan peningkatan kemandirian
bangsa.

Sidang Dewan yang kami hormati.

Dalam membahas materi dan mengambil kesimpulan Fraksi
ABRI disamping tetap berpedoman kepada ketentuan dan amanat
diatas juga berpedoman pada pokok pikiran bahwa perubahan
Undang—-undang perpajakan itu harus memenuhi kriteria
sebagai berikut :

1. Segala peraturan yang menyangkut pajak yang harus dibavar
oleh rakyat, pada dasarnvya perlu diatur dengan Undang-
undang dan tidak didelegasikan pada peraturan perundangan
vang lebih rendah tingkatannva.

Dengan demikian segala ketentuan vang menyangkut subyek,
obyek, tarif pajak, lapisan pendapatan kena pajak dan
nilai Jjual obyek pajak tidak kena pajak harus
dicantumkan dalam Undang-undang karena merupakan beban
langsung masvarakat.

Di luar materi itu dan terutama yang menyangkut pengurangan
beban rakyat seperti penurunan tarif dan pemberian
fasilitas uptuk tujuan tertentu danm hal-hal yang bersifat
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teknis administratif perpajakan dapat didelegasikan kepads
peraturan perundang-—undangan yang lebih rendah.

2. Prinsip self assesment pada dasarnya tidak mengenal
daluwarsa, tapi demi kepastian hukum dan ketentraman
masyvarakat wajib pajak, daluwarsa itu perlu ditentukan
wak tunvya.

i
.

Mampu lebih meningkatkan rasa keadilan dan pemerataan
"melalui kebijakan sistem pajak yang progresif.

Keadilan dan pemerataan dalam keadaan apapun harus tetap

kita tegakkan dengan mengenakan pajek yang lebib tinggi

kepada golongan vang lebih mampu dan sebaliknya meningkatkan

batas pendapatan tidak kena pajak.

4. Mampu meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan,
tetapi tetap mempertimbangkan daya dukung rakyat terutama
pada lapisan berpenghasilan rendah.

9. Dapat meningkatkan daye saing usaha nasional dalam
persaingan regional dan internasional dan mendorong
pengembangan pengusaha kecil dan  menengah serta
koperasi melalul pemberian fasilitas perpajakan.

&. fAdanya penvyederhanaan orosedur dan administrasi perpajakan
yvang memudahkan para wajib pajak untuk memenuhi kewajibaonva
dan memudahkan pemantauan oleh fiskus.

Dengan pedoman seperti itu dan memperhatikan aspirasi
masyarakat serta hal-hal penting yang terkandung dalam
pembicaraan tingkat I dan tingkat I, Fraksi ABRI memasuki
pembicaraan tingkat 111 dengan semangat dan iktikad untuk
bermusyawarah bersama Fraksi-fraksi dan Pemerintah demi
kepentingan Negara dan Bangsa.

Pada proses pembicaraan tingkat tiga, yang berlangsung panjang

~ dan penuh argumentasi dari semua Fraksi dan dari pemerintah
serta dengan didasari oleh semangat musyawarah untuk mencapal
mufakat, maka telah dicapai titik—titik temu antar semua Fraksi
dan Pemerintah. Pertemuan pendapat i1itu menghasilkan kesepakatan-—
kesepakatan berupa ketentuan—ketentuan vang mendasar tentang
perubahan atas 4 (empat) Rancangan Undang-undang Perpajakan
vang akan kita pertanggungiawabkan serta kite persembahkan
kepada rakyat dan bangsa Indonesia.

Adapun hasil—hasil kesepakatan itu antara lain menyangkut,

Pertama : Rancangan Undang-~undang tentang Perubahan atas UU Na.
& Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum den Tata Cara Perpajakan.

a. Perubaban dan pencabutan ketentuan Pasal 23, FPasal 234,
Fasal 23 B dan Pasal 23 C.

Pasal-pasal tersebut i atas mengatur masalah penagihan
pajak dengan surat paksa, sita, lelang dan penyanderaan.
Muatan Pasal 23, 23 A, 23 B, dan 23 € pada hakekatnya telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tabun 1989, meskipun
kurang relevan namun sampalil sekarang masih berlaku, sehingga
perlu dihindari adanys ketentuan hukum vang sama diatur oleh
dua Undang-undang. Untuk itu Fraksi ABRI mengusulkan agar
pasal—-pasal tersebut di atas tidak dimuat dalam Rancangan
Undang-undang ini dan perlu penyempurnaan. Pemerintah dan
keempat Fraksi dapat memahami usulan tersebut sehingga Pasal
23 diadakan penyempurnaan dan Pasal 23 A, 23 B, dan 23 C
tidak dimuat lagi dalam Rancangan Undang—-undang in.

Atas kesepakatan ini Fraksi ABRI mengucapkan terimakasih.
Berkaitan dengan itu Fraksi ABRI mengharapkan agar
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diadakan peninjauan kembali terhadap Undang-undang MNomor 19
Tahun 1%59 tentang penaglhban Palak Negara dengan Surat
Paksa, karena Undang-undang tersebut dibuat berlandaskan
Undang-undang Dasar Sementara RI. Tahun 19350 dan
"Koninkliik Besluit" tertanggal 3 Julil 1879 (Staatsblad 1879
No. 24673, dimana banvak ketentuan di dalamnya masih berbau
kolonial.,

5"b. Masalah daluarsa.

Fraksi ABRI sejak semula telah dapat memahami perubaban masa
daluarsa dari 35 tahun menjadi 10 tahun, mengingat bahwa pada
dasarnya prinsip self assesment tidak mengenal daluarsa dan
‘perubahan ini tentunya bertujuan untuk lebih memberikan
'kesempatan yang cukup lapang bagi Direktur Jenderal Pajak
dalam mengadakan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan
Pajak vang disampaikan oleh Wajib Pajak., Selain itu
penetapan daluarsa tersebut di atas diharapkan akan dapat
menjamin kepastian hukum penerimaan negara dari bidang
perpajakan secara adil. Setelah melalui diskusi yvang cukup
panjang akhirnya keempat fraksi dapat memahami dan
menyetujul perpanjangan daluarsa dari 3 tahun menjadi 10
tahun, Untuk i1tu Fraksi ABRI mengucapkan terimakasih kepada
Fraksi-fraksi dan Pemerintabh atas kesepakatan ini,

C. Penyeimbangan sanksi pidana antara Waijib Pajak dan Fiskus.

Dalam Rancangan Undang—-undang ini sanksi pidana bagi Wajib

" Pajiak yang melanggar diperberat dengan ancaman hukuman
pidana ditambah dengean denda sepertil terlihat dalam pasal
38 dan pasal 39. Sedangkan sanksi pidana pada pejabat yvang
melakukan pelanggaran diancam hukuman pidana dan atau denda,
sehingga sifatnya alternatif bukan kumulatif. Keempat Fraksi
dan Pemerintah sepakat bahwa sanksi pidana bagi pejabat
vang melakukan pelanggaran Jjuga dikenakan sanksi yang
bersifat kumulatif. Dari kesepakatan tersebut terlibat bahwa
asas keadilan lebih terjamin dan diharapgkan dapat mendorong
peningkatan pelaksanaan tugas aparat perpajakan.
Sehubungan dengan i1tu Fraksi ABRI menvampaikan terimakasih
kempada Pemerintah atas kesepakatan ini.

d. Kewenangan Penyidik Pajak

Aspirasi Fraksi ABRI tentang kewenangan penyidik pajak pada
dasarnya mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 Tabhun 1981
tentang Hukum Rcara Pidana, Dalam pembahasan masalah
kewenangan penyidik pajak telah mendapatkan kesepakatan oleh
keempat Fraksi dan Pemerintah, sehingga pengertian mengenal
Eeny?dikan vang terdapat dalam Pasal 1 huruf x sesuai dengan
LHAR .

Demikian pula tentang muatan Pasal 44 ayat (2) mengenai
kewenangan penyidik pajak yang mengandung kewenangan
"penyelidikan™ keempat Fraksi dan Pemerintah sepakat untuk
tidak dicantumkan pada kewenangan penyidik pajak, karena
kewenangan penyelidikan adalah kewenangan Polri.

Selain dari itu, keempat Fraksi dan Pemerintah sepakat bahwa
penjelasan Pasal 44 avat (Z2) yang bebunyi antara lain:
"Wewenang penghentian penyidikan harus mendapatkan
persetujuan Direktur Jenderal Pajak"” diganti dengan kalimat
"cukup Jjelas”, sehingga sesual dengaen Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang KUHAP.



Kewenangan penghentian penyidikan oleh Divekvur Jenderal
Pajak.

Pasal 44 B yang memuat kewenangan Dirjen Pajor untuk
menghentikan penyidikan tindsk pidana dibidang perpajakan
vanag telah terjadi, kurang scsual dengan Undang-undang
Nomor 8 tahun 1981. Merngingat pentingnya pasal tersebut
dalam peningkatan Zensrimoan cers, can ager ketentuan
tersebut zeljalan dengan Uncang-undnag yvang adsa, maka telah
dapat disepakati bahwa wewenang penghentien penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakaﬁ dilimnahkan kepada
Jaksa Agung, sehingga rumusan Fasal 44 B menjadi sebegal
berikut 3

ayat (1) Untuk kepentingan penerimaan rojara, atas
permintaan Menteri Keuangan. Jaksa dgung dapat
menghentikan penvidikan tindak pidanea di bidang
perpajakan.

=

ayat {2) Penghentian p2rvidikan tincak pidara i bidang
perpajakan sebagaimana dimeasud  pada ayat (1),
hanya dilakukan Eetelah Wajib Pajak melunasi pajak
vang tidak atau kurang bavar atau yang tidak
seharusnya dikembalikan, ditembah dermgan sanksi
administrasi berupe denda <webesar empat  kaid
jumlah pajak vang tidak atsu hurang dibayar, atau
vang tidak seharusnya dikembalikan.

Sehubungan dengan itu Fraxsi ABRI mengucapkan terimakasih
kepada Fraksi Karyva Pembangunan, Fraksi Persatuan
Pembangunan, Fraksi Partai Demokra 3' irdonesia, dan
Femerintah atas kesepakatan ini.

Masalah Badan Percdilon Pajak.

Untuk menvelesaikan bending mengenai keberatan terhadap
keputusan vyang ditetapkan olen Direlkiur Jenderal Pajak
sebagaimana tercantum dalam FPasal 27, seotelah diadakan
pembahasan yang cukup mendalam, muncul beberapa saran dan
pendapat, dan setelah dikaji secara mendalem maka semua
Fraksi dan Pemerintah sepakat bahwa pengajuan banding
hanya dilakukan kepada badan peradilan vajak yang akan

dibentuk dengan Undang-urdang. Sebelum badan peradilan
tersebut dibentul bandinyg diajukan kepsda majelis
Pertimbangan Pajak dengan keputusan yena bersifat
final.

Hal ini dikandumng maksud untuk rzngatasi masalah banding,
sanggahan dan atau gugatan di bhidang p2rpejaken ysng semakin
meningkat, sehingga lebib menjar in kepastian hulkum
penerimaan negara secare edil, Untuk inmu Freksy ABRI
mengucapkan terimakasih kepada Fraksei Kevrya FPembangunan,
Fraksl Persatuan Pembangunan, Frawsi Partal Demnokrast
Indonesia dan Pemerintah yang telah monampuang €spirasi
Fraksi ABRI dalam kesgpabuhun ini.,

Masalabh Pencantuman Pejabat-peiesnot dalam Rancangan
Undang—undang Perpajakan.

Pencantuman kata-kata Menteri Xeuancan dan Direktur Jenderal
Pajak di beberapa pasal dan ayat dalam Fancangan

Undang-undang tersebut di atas telan mendapatkan
kesepakatan dari kezempat Frak%i dan Pemerintabh  bahwa
pencantuman pejsoat-peiebat  terteptu tersebut di atas

dikaitkan dengan konteks kallmagnyg. Bila menyangkuet masalea

;Hyang\berslfat policy adalah oleh Mentmr; Feupngan dan yanc
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bersifat teknis administratif oleh Direktur Jenderal Pajak.
Perubahan ini dikandung maksud untuk meningkatkan efisiensi
dan mencegah prosedur birokrasi vang panjang. Untuk 1ty
Fraksi ABR1 mengucapkan terimakasih kepada Fraksi—fraksi dan
Pemerintah yang telah sepakat den menampung aspirasi
Fraksi ABRI mengenai pencantuman pejabat-pejabat dalam
Rancangan Undang—undang Perpajakan.

Sidang Dewan vang terhormat;

:5Sélanjutmya ijinkan kami menyvampaikan masalah-masalah yang

‘menonjol  dari pembahasan RUU tentang Perubahan atas undang-
sundang Nomor 7 Tahun 1983 tenting Pajak Penghasilan sebagaimana

“telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.

ijﬁaéalah besarnya dan dasar Penyesuaian Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP).

Masalah besarnya PTKP dalam pembahasan RUU ini mendapatkanr
sorotan yang tajam dan mendalam. Keempat Fraksi dan
Pemerintabh akhirnya sepakat bahwa besarnya PTKP sebagaimans
tercantum dalam pasal 7 ayat (1) RUU diterima seutubnya
tanpa perubahan.

Dengan kesepakatan tersebut, maka untuk penghasilan keluarga
vang terdiri dari suvami istri dan tiga anak, yang
berdasarkan Undang-undang vyang berlaku memperoleh
PTKP sebesar Rp 2.880.000,- , dengan ketentuan baru [7i
akan mendapat PTKP sebesar Rp 5.184.000,-. Berarti
peningkatan pembebasan pajak hampir dua kali lipat untuk
tiap keluargs. Disamping i1tu masih terbuka kemungkinan untuk
penvesuaian besarnya PTKP tersebut sesuail ketentuan pasal 7
ayat (3), vang dalam pelaksanaanya akan mempertimbangkan
perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga
kebutuhan pokok setiap tahurmnya. Dengan kesepakatan-
kesepakatan di atas,; berarti makin besar lapisan masyarakat,
terutama yang berpenghasilan rendah yang dapat menikmati
pembebasan pajak atas penghasilannya dalam tahun pajak.

Hal itu telah sejalan dengan asas keadilan dan pemerataan
sebagaimana diamanatkan dalam GBHN.

Sehubungan  dengan itu freaksi ABRI menyampaikan penghargaan
kepada ketiga Fraksi dan pemerintah atas kesepakatan vang
dicapai, yvang telah menampung aspirasi Fraksi ABRI.

Penentuan Tarif dan Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Tarif dan Lapisan PKP sangat penting bagi penerimaan negara
dalam kaitannya dengan pendanaan pembangunan nasional.

Namun kepentingan masyarskat perlu diperhatikan dalam
penentuan tarif dan lapisan PKP dan mempertimbangkan asas
keadilan, pemerataan, progresivitas; dan kesederhanaan.
Pasal 17 ayat (1} RUU semula menetapkan 4 lapisan masing-
masing: O s/d Rp 25 juta dengan tarif 104, diatas Rp 25 juts
s/d Rp 30 Juta dengan tarif 135%, di atas Rp 30 jutas s/d Rp
75 juta dengan tarif 20%, dan diatas Rp 75 juta dengan
tarif 30%.

Dalam pembabasan berkembang beberapa altermnatif baru, vang
keseluruhannya dilakukan exercise vang mendalam, sehingga
akhirnya keempat Fraksi dan Pemerintah sepakat mengganti
materi RUU dari 4 lapisan menjadi 3 lapisan
Penghasilan Kena Pajak, vaitu :

- 0 s/d Rp 25 juta 10%
- diatas Rp 29 juta s/d Rp 50 Jjuta 15%
- di atas Rp 50 juta 30%
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Dengzn kesepakatarn tersebut maka asas keadilar dan
pemerataan, progresifitas, dan faklor kesederhanaan
keseluruhannya sudeh dasat tertampurg. Disisi lain dampak
terhadap penurunsn pensrimsan negara relatyid lebih kecild
bila dibanagingkan dengan konsep semula dari pasal 17 avat
{1y R,

Dengan  demikian pengaruh penurunan penerimaan negara
akikat diterlakukan tarif dan lapisan baru tersebut paos
tahap awal, diharapkan masih dalam batas-batas yang dapat
dikendalikan dalam rangka kesinambungan pembangunar.

NMamun dengan adanya penururnan larift pajak oade struktur
tarit dan  lapisan PP tarsebut, diharapkan dapat
meningkastkan kesadaran Wajib Pajak dan meningkatkan jumlah
Wajib Pajsk, wvang seluruhnya akan meninghkatkan
senerimaan Negara pada wakiu-waktu selanjutnyva,

Gehubungan  dengan itu Fraksi: ABRI menyambaikan penghargaan
repada ketiga Fraksi dan Pemerintas atges kesepakatan yang
telah dicavax.

Tambahan Penjelasan Paseael 17 avyat {(2).

Fanal 17 avat (2) ini intinvsa., mendelegasitan  kepada
Pemerintah untuk menurunkan tarrf pajak tertingg
sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (L). dari 304
mentadl serendah-rendahnya 29% dengan Peraturan Femerintan,
Keempat Traksi dan Pemerintan, sestelen melaiul pembahazar
yang mendalam sepakat untuk menerima materi passl L
ayat (2) sepenuhnya. Hal tersebur mengingat bahwa pas
ini diperiukan untuk memberikan flexibilitas kepada
Pemerintah dalam mengantisipasi dinamika perkembangan
eronoml dunia dalam era globalisasl yang makin kompetiiif.
Namun mengingat bahwa perubahan tari® 1ny akan berpengaruh
kepada pencerimaan Negara dalam AFBN setiap tahunnya, maka
penurunan tarif pajak tertinggil ftersebut periu dilaksanakan
secara Ugrtahap ¢an hati-hati serta dikemu<akan

untuk dibahas bersama anggoise Dewan dalam rangka penvusunan
RAPBN.

Karena 1tu Fraks:r ARBRI dapat mendukuna kesepkatan yvang
menegashan mekanlisme penurunan taraf pajak tertinggi
tersebut dalam penjelasan RUU anig.

Atas kesepakatan vang dicapal, Fraksi ABRI menvampaikan
ucapan  terimakasih,

1
1
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Pemotungan Pajak 159% atas bunga simpanan vang dibayarkan
koperasi.

Dalam upaya mendorong dan menumbuh kembanghkan perkoperasian,
agar semakin mandiri dan menjadl gerakan ekonom: Rakyat

vaniyg Langguh, Fraksi ABRI menganggap perlu diberikannya
Drioritas kemudabhan kepada koperasi dibidarng perpajakan.
Mamun kesudatan 1tu tidak  mutliak diterapkan melaluil

perbedaan Tarit parak  atas  bungae sampanan kopersas:
derngan Bauan-hadan iainnya. Hal ini antuk menceg:
timbulnya distorasi skibat penervapsan aturan VAT
tidak seragam dilapangan yang akan berdampsk luas. Dilain

pihak untuk mendorong koperasi agar lebih kompetitidf
dan mandiri.

Masalah pemotongan pajsk 1574 atas bunga simpanan vang
dibayarkan koperasi diatur dalam pgasal 23 ayat (11
uret b RUY.  Pasal ini telah mendapat pembahasan  yvang
mendalam pleh ke empat Fraksi bersama Pemerintah dan
akhirnya dicapal kesepakatan dapat menerima pasal
tersebut seutuhnya tanpa perocbahan. Hal 1tu

mengingat bahwa kemudaehan-kemudahan bagi kKoperasi sugah
cukup | rdiatur dalam RUU 1mi antara lain berupa

P
i
.
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pnembebasan pajak atas bantuan, sumbangan dan hibah vyang

diterima koperasi {pssal 4 ayat (3) huruf a), pembebasan
pajak atas pembagilan Sisa Hasil Usaha koperasi kepada
anggota—-anggotanya {pasal 23 ayat (4) huruf b,
pembebasan pajak stas bunga simpanan sampail Jjumlah
tertentu yang dibavyarkan koperasi kepada anggotanya (pasal
23 ayat (4) huruf gy, dan fasilitas perpajakan
sebagaimana diatur pada pesal 31 A yang Jjuga berlaku

bagi koperasi.
Dengan alasaen—alasan tersebut Fraksi ABRI menyampaikan

‘”-penghargaan kepada ketiga Fraksi dan Pemerintah vyang

telab  menvempakati pasal 23 ayat (1) huruf b secara utuh.

. Pemberian fasilitas perpajakan.

Pasal 31 A Rancangan Undang-undang inl1 memuat ketentuan
tentang pendelegasian wewenang kepada Pemerintah untuk
mengatur pemberian fasilitas perpajakan bagi wajib
pajak vyang melakukan penanaman modal di bidang—-bidang
usaha tertentu dan atau di daerah-—-daerah tertentu dengan
Peraturan pemerintah. Pasal 31 A ini dapat disepakati
pernuh tanpa perubahan.

Namun mengingat luasnya pengertian yvang tercakup dalam Pasal
tersebut, perlu dicantumkan batasan—-batasan umum yang lebih
ijelas di dalam Penjelasan Rancangan Undang-undang, khususnya
vang menyangkut pengertian "bidang-bidang usaha
tertentu, daerah tertentu, dan fasilitas perpajakan” yang
akan diberikan/diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah. '

Setelah melalul pembahasan dan pengendapan dalam waktu
vang cukup lama keesmpat fraksi bersama Pemerintah dapat
menyepakati perubahan rumusan penjelasan Ranmcangan Undang-
undang yvang dintinya mengandung butir-butir antara lain
bahwa fasilitas perpajakan itu :

1l Diberikan untuk keberhasilan sektor-sektor kegiatan
gkonomi yang berprioritas tinggl dalam skala nasional
khususnya penggalakan ekspor, dan untuk mendorong

» perkembangan daerabh-daerah terpencil termasuk Kawasan

Timur Indonesia, dan

2) Terbatas dalam bentuk kemudahan yang menyangkut
: waktu penyusutan yang lebih dipercepat, kompensasi
kerugian sampal dengan 10 (sepuluh}! tahun dan
pengurangan PPh Pasal 26.

Sidang Dewan yang terhormat,

Ijinkanlah sekarang kami menyoroti Rancangan Undang-undang

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang

Pajak

Pertambahan Nilaix Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan

Atas Barang Mewah antara lain sebagai berikut :

=

Pengkreditan Pajak Masukan Atas Barang Modal

Undang—undang PPN 1984 pasal 9 ayat (8) butir cj; mengatur
Ketentuan bahwa Pajak Masukan atas perolehan Baranag
Modal dapat dikreditkan.

Dalam Rancangan perubaharnnya, pasal ini dirubah bahwa Pajak
Masukan Atas Barang Modal tidak dapat dikreditkan.
Selanjutnya s8tas rumusan tersebut Fraksi ABRI menyarankan
agar rumusannya dikembalikan seperti tercantum dalam pasal
? ayat (8) butir c UU PPN 1984. Hal inl didssari oleh
pemikiran bahwa, apabila Barang Modal Fajak masukannya tidalk
dapat dikreditkan maka pajak vang harus dibayar para
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investor akan meningkat dan dapat berdampak menurunkan
investasi, dan usul ini dapat disepakati. Kami sampaikan
terimakasih dan ‘penghargaan kepada ketiga Fraksi lainnvya
dan Pemerintah vang telah mengaskomodasikan aspirasi  Fraeksi
ABRI tersebut.

Akibat dari perubshan isi butir ¢ ini,; pendapatan negara
akan berkurang, karena l1tu perlu diimbangl dengan pengenaan
pajak atas barang-—barang vyang tadinya tidak dikategorikan
sebagal Barang Kensa Pajak, seperti persediaan barang yang
sudah ada. Imbangan penerimaan dimaksud mencakup 4 (empat)
hal veng mengakibaetkan perubahar rumusan pada pasal-pasal
lainnys dalam Rancangan Undang-undang.

Dengan disepakatinya perubahan besar pada Pasal 9 ayat (8)
huruf c ini, maka perlu berubah beberapa rumusan dan
butir-butir lain yang sifatnvae mengimbangl perubahan pasal
tersebut, yeitu :

1) Ketentuan Pasal 1 huruf d angka 2) huruf c) baik dalam
UY Nomor 8 Tahun 1983 maupun dalam RUU PPN mengenail
Pemindahtanganan sebagian atau seluruh perusahaan tidak
termasuk dalam pengertian penverahan barang Kena Pajak"
diusulkan dihapus.

2) Memnambah Ketentuan baru dalam Pasal 16 D RUU PPN vang
berbunyi : "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas
penyerahan aktiva yang menurut tujuan sesula tidak
untuk dijual sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas
perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat
dikreditkan, kecuali penyerahan aktiva yanmg dilakukan
dalam rangka perubahan bentuk usaba atau penggabungan
usaha atau pengalihan seluruh aktivas perusahaan yang
diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas aktiva
tersebut”.

3) Ketentuan Pasal 1 huruf ¢ angka 1) huruf e) diubah
sehingga menjadi berbunyl sebagal berikut
"Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut
tujuan semula tidak untuk dijual sepanjang Pajak
Pertambahan Nilai atas perolehan aktive tersebut
menurut ketentuan dapat dikreditkan, vang masih tersica
pada saat pembubaran perusahaan'.

4} Menghapus kata "Persedian” pada Pasal § avat (14}
dengan penjelasan bahwa Barang Kena Pajak vyang dapat
dikreditkan adalah semua barang modal termasuk barang
persediaan sehingga dengan menyebut “"Persediaan” di
depan kata Barang Kena Fajak, maka bertentangan dengan
jiwa dan makna Pasal 9 ayat (8) butir c.

Materi pasal-pasal kompensasi inipun disepakati oleh
keempat Fraksi dan Pemerintah dan urtuk itu diucankan
terimakasih,

Penghapuszan Pasal 18 A butir b.

Pasal 18 A butir b RUY vyang berbunyi : "Fengalihan barang
modal yang diperocleh sebelum berlakunya Undang-undang ini,
tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban membayvar kembali
pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan etas Barang
Mewah, apabila pengalihan tersebut terjsdi setelah tanggal
31 Desember 1999,

Fraksi ABRI menilai, bahwa pasal ini bertentangan dengan
pasal 1 huruf d angka 2} huruf ¢} yang. berbunyi :
"Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau
sebaliknya dan penyerahan Baranc kene Talak memperoleh 1jin
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4.

pemusatan tempat pajak terutang®” yang telah dicabut sebagai
akibat perubahan materi pasal 9 ayat (B) butir ¢ vang
diusulkan oleh Fraksi ABRI dan mengusulkan agar pasal 18 A
butir b ini dicabut. Dengan disepakatinya usulan tersebut
oleh semua Fraksi dan Pemerintah dengan i1ni disampaikan
ucapan terimakasih.

FPembatasan Perluasan Obyek Pajak.
13 Pembatasan Pengertian Barang Kena Pajak (BKP).

Dalam Pasal 1 butir ¢ disebutkan : Barang Kena
Pajak adalah "barang sebagaimana dimaksud Pasal 1
huruft b" vyang berarti mencakup barang berwujud vyang
dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak
bergerak. Pengertian seperti itu menjadi luas sehinggas
meliputi hampir semua jenis barang.

Buna melindungi rakyat kecil dari sasaran perluasan
obyek pajak ini Fraksi ABRI jugs mengusulkan dibuatkan
dafttar barang-barang yvang tidak kena pajak dalam
penjelasan pasal ini. Atas keszepakatan tersebut, kami
sampaikan ucapan terimakasih,

N

Pembatasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas
Bangunan yang dibangun sendiri.

Sehubungan dengan Pasal 16 €, yaitu berkenaan dengan
"pengenaan PPN bagi keglatan membangun sendiri yang
dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau
pekerjaan'’, Fraksi ABRI dapat menyetujux rumusan
tersebut adalah justru  untuk mencegah  terjadinvya
penahindaran pajak dikalangan pihak tertentu yang
umumnya pengusaha-pengusaha kuat vyang Juga melakukan
kegiatan membangun bangunan dengan dalih swakelola.
. Jadi sama sekali bukar untuk mengenakan PPN keoada
.. masyarakat banyak dan rakyat kecil yang membangun
L rumahbnya sendiri, baik di desa maupun di kota.
Selanjutnya setelah diadakan perubahan rumusan
penjelasan Pasal 16 C yang ada dalam Rancangan Undang-
undang, sesual permintaan penjelasan tentang kriteria
"Batasan” oleh Fraksi ABRI, akhirnya dapat disepakati
suatu rumusan baru sebagaimana ada dalam naskabh.
Demikian pula dapat disepakati bahwa untuk menetapkan
batasan membangun sendiri tersebut, diberi wewenang
kepada Menteri Keuangan dengan rambu-rambu seperti?
di atas. Sekali lagl disampaikan terimakasih.

Ketentuan Khusus.

Fokus perhatian Fraksi ABRI adalah pada pengertian dan
kriteria "tertentu”, vang tercantum dalam Pasal 16 B ayat
(1) bailk yang berkaitan dengan tempat atau kawasan, maupun
Barang Kena FPajak dan Jasa Kena Pajak, yang perlakuan
khususnya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk
penafsiran kata tertentu tersebut, sesual Pemandangan Umum
vang lalu maka Fraksi ABRI mengusulkan 3 kriteria vang perlu
dicantumkan dalam penjelasan sebagal berikut:

13 Adanya perlakuan khusus dalam rangka mendorong ekspor
non migas, dikawasan berikat dan EPTE (Entreport
Froduksi untuk Tujuan Ekspor).

2) Y Menampung kemungkinan—kemungkinan perjanjian

Internasional dalam bidang perdagangan dan Investasi,
sebagai kegiatan yeang bersifat reciprositas.
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) Mendororng pemerataan dan jalannva pembangunan nasional
di daerah.

Atas “uantum?anr'a putir 1) dan 7)) dari saran tersebut odi
atas p9ﬁjf1m:am pasal  ini, Fraksi ABRI sanagat
mengh gan disampaikan  terinakasih kepada ML
Fra Fomerintat.
(. Istilah Barang Mewah diruoah menjadi Barang Kena Fajak Tertentu.

¢ Mo le“ &
L E g \“x 4
M WHHH merigatur
Ea;mna Mwthn
Fas r
Bayran o B
Tujuian wituk menngi
pengendalian pola kons bﬁH“ &
Ppmjwlazah pasal LNl menye
Rarang kena Faiak
olehl balangan terzmty
mergustilkan adany s

el batasan Bar

Fev tambahan

-e..'u‘q

jelas men
dalam dafttar khusus agar dapat
tingkat Femewahan Harang bens
Femnbahasen sslanjutnya 1stilan B

tapkan  menjadi

akhivrmya d }
smewahan akan dipsris

altasan ke
ind .

Sidang Dewan vyvang terhoraoat:

Setelalh kitsa membahas beberaps maca! Chae beniang
perubahan Rancangan Undang-undang fLIF Hy oo e PN
selanjuilrys  kasi sampai  pada Faincangarn Undeng-undang termoor

fm
it

i
Ferubahan atas Undang-undang MNomer 12 Takun 1985 tentang Fasrab
Pumi dan Hangunan.
Dalam pembahasan masalabh NJOP TEF Pajisk Bumi dan Bangunan k
Frekei dan Pensrintah  *telah =zepakat  untok menaikkan NJGOF
dari Rp 7 juta menjedi RBp 8 juta. S an penyesusian
b%sarmYa MIGF TEF disspabkati ditetapghan ocleb Menteri Keuargass
dengan peninjauan setiap tahun dengen aempertimbangkan
perkembangan skonomi  dan  moneter ssrta perkembangan harga ying
berlaku =setisp tabunnva yang dicantumbar dalam  penjelazan
Fasal 3 ayalt (4} Rancangan Undanmg-—undang  ind. Fada Undang-
undang Nomor 12 Tahun 19835 tentang FREE pada Fasal 3 ayvat (33
dinvatakan babwa bates ndilail  jual bFangunan tidak Rena pajsas
ditetapkan segbesar Rp 2 juta untuk setiap tahun bayar .
Belanjutnya NIJOF  TEF ssbeszr Rp 2 juta tersebut dinaiskan
meniadi Rp 7 juta yaituw dengan diberlakukannya kescutusan Menoe
Yeuvangan Nomor L1290KMK.04/71971 txmq4~’ E1 Decembher 1991, Namun
ketentuan ini hanva mencakup : uﬁhuumannyn S A undduﬂﬁan
oerubahan NIOF TEF dari Rp 7 . meniadi R ‘ wmdc
Rarncamngan Undang—undang ind Fiﬁuﬁwdu milail bangunaen. nilail
atatt nilai tamah dan bangunan.

Derngan demi rio s ami akan menperingan beban palak mEasyars
dan dapat venbens lepih  dari 17 suta Wajib FPaiak Bumi
Hamngunan  dari 107 rasyararat cerpenghasilan rendah.
Fetentuan bhara terlitat lebih jnﬂiﬁ A= Feadilan,
pemerataan,  mantaat, dan lebin : imbangh 5n Kemamuas
masyvarakat luas.
Berkaitarn dengsa
kehidupan MESY 3
mandorong progran pengern
galakkan.

L
=




Rmtdﬁ ,gmi te}ah menampung aspirasi Fra&sl ABRRT bahwa NJOF
'taﬂtukam sesual harga rumah  sangat sederhana dengarn
ang  berlaku, uwntuk  1tu  Fraksi ABRI  mengucapkan
iabasih Kepada Fraksi Karya Pembangunan, Freksi Persatuan
ngunan, Fraksi Partail demokras. Indonesia, dan FPemerintah

‘ gapaka*an irdi.

' anf kaml hormati. '
4

ﬂutwlmh memperhatilkan jalannya proses penblocaraan
ket tiga  dan  rumusan akhir  vang dihasilkan ogleh Fraksi-

cado dan Pemerintah dimanz rumusan ke—4 (empat) Rancangan
ndang-undang tersebut telah sesual dengan amanat GEHN 1993, dan
sajalan  dengan sikap Fraksi ABRRI dalam pembahasan
Undang—undang ini serta talah meEnampung  dan
‘aﬁpjraai rakyvat vang disalurkan melalul Fraksi &ERI,

raksi ABRI menerima dan menyelujui Rancangan Undang undang
rubahan.. atas Undang-undang Nomor & 2 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Rancangan Undang-
wundang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun I983 tentang
Paiaek Penghasilan sebagaimana telab diubah dengan Undang—undang
Nomor 7T Tahun 1991, Rancangan Undang-undang FPercbahan atas
tindang—undang  Noamor B Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Harang dan Jasa dan FPajak Penjualan Atas Barang Mewah,
Ldan  Rancangan Undang-undang Perubahan &tas Undang-urwdang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan untuk
dlmyahﬁan menjadi Undang-undang oleh FPresiden Republik Indonesia.

: - Bebelum mengebhiri Pendapat Akhir ini, peckenenkanlah Fraksi
SRR menyvampaikan saran-saren den harapan sebagst berikut :

int
e ahda an
3. WUnituk

:i . .

28 m:f:x"e:.‘;i s,,mf_« ] =¥

f s PENErSNGAT . me ictijar das DEs akarn dan
Slangkeh-langhkah heteladanarn, mutu p@iuyanﬂmq =erta

oprofesiconalisme aparatur palak agar lebibh ditingkatkan.

Rancangan Ferubahan Undang—undang Ferpajakan ind  memuat
ketentuan—-ketentuan yang memberikan kemudaban atau
@rlnganam pajak bagl baranqg dan  atau jasa tertentu  di
hitertentu yvang pelaksanaanva diatur dengan
noFemerintab., o
BRTﬁmengh rapkan agar Femerintah dengan sungauh-
_pengmwasan ‘secaraw’cermat, dan
ment  agar kemubahan—kemudahan
dleflkﬁP kepada yang berhak.

pcﬂal,°7 RUU Ferubahan Undang Uﬁdﬂng hUF menyebutkaﬂ
hwa sebelum. badan peradilan Fajak dibentuk banding di
bidang perpajakan diajukan kepada Majelis Fertimbangan
SFajak.

 Mengingat beban MPP ini mekin hari makin bertambah banyak,
sedangkan struktur dan organisasinya serta janghauannya
terbatas untuk dapat menyelesaikan masalab banding dalam
waktu singhkat, Fraksi ABRT mengharapkan agsr Femerintah
segera mengaiukan Rancangan Undang—-undang writuk membentuk
badan peradilan pajak vang diharapkan mampu menangani
masalah banding tersebut.

. Selanjutnya  Frakeir ABRTD  mengharapkan ager Femerintah
BE Qe E HENYISUN peratiran p“ldg%qﬁdaﬁ Y &g
ng-undang

m&njabﬁrkan lebih lanijut Ferubehan Und

‘3




e zpbelah disetuiuvi olel Presiden Republik
Trcions ‘
Dengan diberlakukannya 3 lapisan wwqhaczlnﬁ kena pajak

dar tarif fert inggi 30Y%,

dengan tarif endak
awalnva akan mendalami

PYETTERYT 4T S N&)mﬁﬂ [

PETIIE L ET . mer;aﬂa momentum dan kesinambungan
R ¥ 2l QS in « Megaras dari zebktor
dapat zeqera diatasi clan

sl tersebut, Fraksl ARBRI m»znhmrmpvan
agar k wnternesifikas: pEmungutan
e sl }xfih ditingkatkan laga. =ehingga @ dapat
tercapal hasil vang optimal.

=

Saudars Ketua darn Sidang yang berbazhacgia:

Dengar penyvempurnaan  kesrpat Undang-urnda ﬁ uidanag
perpajakan  ini, yang memperluss  subysk dan obyel pajak,
ntup celah—celalh Hubkum vang ada. wmeningkatkan resa headilan
Jany upava seninghkathan pemeratean  serta  peEnegabkkan hukum vang
lenih  dAntensif, maka Frakasi ABRI yal haimwa pelaksanaan
Urdang—undang inil akan mampu meningkailban kezadaran pare wajib
paiak dan kepatuhan serta memﬁorumﬂ pelaksan&san aparatue
perpaiakan IFUsW profesional vang pada gilirannva akan  mening-
rathan penerimsan negara dari sektor peroajakan.
Fraksi ABRI  mengucapkan  terimakasibh dan oerngh
tuwlus kepada  Fraksi darvya  FPembhanguo
Fembangunan, dan Fraksi  Partai
Femerintah atas berjasama vang balk
untuk mencspair muTakat  sehinooa

AT 04 al y’&mt_}
g?ersaLuan
=ila smerta
3" awarah
mewy%l@&aitan

| pembahasan dan pENYenRpUrnaan ke —undany
: Ferpajahan lrnd dalam waktu yang
foodb QH-RT gdicapal berkat mddl¥' @ﬂnq‘ﬂih ak

ang penting dan  strategisnya  mas perpajadan inr dalam
mewu;nﬂ?;n tekad  kemandirian raigea dalam | membiayveal

| serta upaya munirn¥athan pensrataan  dan pErtume
‘ﬁnmml melalul pencipitszan kondisi vang Edndusif untuk
investasi dan menumbuhkan  penpousaba kecald menengah
Comenjadil pengusahs yamg tamggubhy o 0
juma menyampaikan thlMdiaﬂ¢h wepada para pakar,
san dan aﬁggmf% masyarakat lainnda serta

: HES & o omemberikan mosthkan vano perharga guna
pwmbmhqzam , Undang-ongang ini, : ‘ v/ o
Feranan medila MABEH yvarngy cubkug positif selamsz inl kivanva dapast
dilanjutkan dengan penyebariuasan  materl keeapal Undang-undarng
irni- hepada masvyerakat sehingga dapat dipahami dan dllar sanakan
~daﬁgﬂn penul kesadaran. 5

Q?hav'ya kami juga menyampdi%am terimakasih panﬂ =egenap
Jm}&ran P Sekretariat Jenderal DPR-FEI vang telah Larparan besar

dalam memperiancar proses pembahasan keempat Sancargan Undang-
uwndang ind.

Sebian dan terimakasih atas perhsatiannya.

Jakarta. 13 Oktober 1994
&.n.  Fraksl ABRRI BPR-RI
Juru Dloaras
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rongka Pembicaraan Tingkat IV pembahasan Rancangan Undong Undong
tentong Perubchan Undang-undong Perpojaokan
1. Perubchan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tato Caro perpojakaon;
2. Perubaghan otas Undang-undang Nomor 7 Tahun 7985 tentong
Pajok Penghaosilaon sebagoimona telah diubah dengon Undong—
undang Nomor 7 Tahun 1981;
3. Perubahan Undang—-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajok
Pertambohun Nilai don Joso don Pajak  Penjualon  Atas
Barang Mewah;
4, Perubghan atas Undong-undang Nomor 12 Tchun 1985 tentang
Pajok Bumi dan Bangunan;
yang disampaikan oleh Pemerintoh dengun omanat Presldﬂn Republik
Indonesia Nomor: R.09/PU/VIII/1994, tanggal 22 Agustus 1994,
untuk  dibicarakan  oleh Dewan Perwakilan  Rokyot  Republik
Indonesia.

Poda tanggal 3 September 1894 Menterl Keuangon otgs namo
Pemerintch telaoh menvampaikan Keterangan Pemerintoh mengenai ke &
(empat) Rancangan Undang-Undong otas Perubchan  Undong-undong
Perpajakan tersebut di hadapan Sidang Paripurna Dewan. Kemudian
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi poda tanggal 12 September 1534
disusul dengan Jawaban Pemerintah yaong disampaikan oleh Menteri
Keuangan podo tanggal 17 September 1894 juga diodokan di  hadapon

Sidang Poripurno Dewan yang terhormat.

Untuk selanjutnya pembahasan ke 4 RUU tersebut dilaokukon

‘ﬁoleh Panitia Khusus yang dilaksonokan mulai tanggal 20 September
1994 " dan kemudion Panitia Khusuo ini membentuk 3 (tiga) Panitia

‘Kerja, yaitu :

- Panja 1 membgohas Perubahaon otas Undang-undang Nomor & Tahun
1983 tentong Ketentuan Umum don Tota Cara Perpojokan  serto
Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bum: dan Bangunan;
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Panja  II membohms Perubuhun utoo Undang undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghosalon sebogoimana telaoh diubah dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1891;

- Panjo 111 membohas Perubahan otas Undong-undang Nomor 8  Tahun
1883 tentang Paojok Pertombohon Nilol Barong dan Jasa  serto
Pojok Penjualun Atas Barong Mewoh;

untuk meloksanokan tugas Panitia Khusus.

Perubahan ke 4 Undong-undang Perpajokan tersebut dimoksudkan
untuk meletokkan landasaon yang lebih kuot bogl sistem perpajakan
nasional kita sehingga dalam orus globolisasi diberbagai  Dbidang
yong terus berpacu dengon cepat, kito horapkan selolu  dapot
menjaogao ager perkembangan kenidupon nosional, khususnyo di bidong
perekonomion tetap dapot berjolon sesuci dengan  kebijoksancan
pembangunon yang bertumpu pada Triiogl Pembangunan —sebagaimano
diamanatkan dalom Garis—Garis Besar Haluan Negara, don  seiring
dengan  itu dapot diciptukan  kepastion  hukum,  keodilon,
kesederhanoun dan  kemompuan masyurokat  yoang berkoitan  dengon
aspek perpajakan.

Kita semuo memohami bohwa potensi perpajokan  memang masih
lugs, don penerimoon negaro dari perpojokon diharapkon  merupokaon
saranag yaong efektif untuk terciptanya kemondirion pembiayaan
pembangunan nasionai. Prinsipnya penerimoan pajok dalam  jangka
woktu panjong  tidok menurun don mosin  mengacu  Kepuda  sasaron
penerimaan pajok Pelita VI dengon pertumbuhan yong tinggi., Oleh
karena 1tu nampoknya upoya menggoll potensi pojaok  perlu  terus
dilokukan.

- Kito juge menyadari, bahwg ketentuon-ketentuon perpajokaon
selain dapot mendorong perolehan pojok  juga merupakan sarana
untuk merangsang investasi. Oleh koreno itu melaluil pembenahan
perangkat hukum sebagal uscha legaliscsi Derbagal  kewenongan
dalam rongka menarik investasi, apokoh itu berbagai fusilitos don
fleksibilitas, niscaya banyok dituntut daloem perubohon ke & RUU
atas Perubahan Undang-undang Perpajokan ini.
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, Berangkat dari Kkeperluon inilch dalom woktu yomg relotif
singkat,  Pemerintoh meluncurkan berbogai rencana  perubohan
~ terhadap ke 4 Undang-undang Perpujokan tersebut. '

Sagudara Ketug;
Wokil Pemerintoh yang terhormati;

Pembicaroon Tingkat III ke 4 RUU tentong Perubohan otfes
Undaong-undang Perpojakon merupokan inti pembohasan  yong  dolam
pelaksanoan lebih lanjut ditugaskan oleh Ponitia Khusus kepodao ke
3 Panitio Kerja tersebut,moka berkot kerjosama yong sangat baik
‘dari  ke-empat Fraksi don Pemerintoh, vang sungguh-sungguh  telah
memperlihotkan suatu dayo upaya kerjasomo  tanpa  meninggalkan
saran, usul, dan pendapat yaong objekiif, walaupun rapoi-rapot
Panitia Kerja berjalan dengan sangat serius kadang-kadong menemuil
materi . yang cukup alot, don korena odonyo berbogol  silong
pendapat serto odu argumentasi yong mengondung misi  ospirotifr,
nomun setelah melalul pembahasan yang mendolom, bulk di o dalom
ropat Panitio Kerjo maupun Tim Perumnus, bahkon Deberapo  kali
melalui lobi, akhirnya, Alhamdulilich dencon cemcnget  kerjusamo
dan kekeluorgoan serta kebesaron jiwg semuQ Anggota Panitia Kerja
dan Ponitia Khusus, berbogal butir yung clet don seluruh krusial
daopat dituntaskan dalam sugsano yong  demokratis serto scling
menghargai pendapat pihak lain.

Akhirnyo, pembahasan ke 4 RUU atas Perubohan Undang-undong
Perpajokan tersebut seteloh melalui pembghascn di  otas telan
qmengolomi penyempurnaan.yong cukup berarti poda muaton moterinya.

‘1RUU tentang Ketentuan Umum don Tata Card Perpajaokan yong
terdlrl dari tidok kurang 50 pasal pada batang tubuhnya, ternyata

ftldok kuranq dari 39 ketentuan posal beserta 39 angko penjelasan
dan belum lagi yang merupakan oyot-ayat don butir-butir lainnya
harus menjodi tugaos Ponitia Kerjao RUU atas Perubchon  Undang-
undang Nomor 6 Tohun 1983 dan RUU otas Perubahon Undong—undang
Nomor 12 Taohun 1885 untuk membahasnya.



; , S | R
| keseluruhom perubahon materi sebanyok 49  butir,
perubahon redaksional sebanyok 26 butir, ketentuan baru sebanyak

b1 butir, Sedang yong dihopus ada & butir don penyesuaian
- sebanyak 1 butir.

RUU atas Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajaok Bumil don Bangunan terdapat 4 butir vyang harus dibahas,
yaitu 2 butir perubohon materi, 1 butir penghapusan dan 1 butir
perubchan redeksional,

RUU  atos Perubohon Undang-undang Pajok  Penghosilon,  yang
‘terdiri tidok kurang dari 35 pasal podo batong tubuhnyao, ternyoto
tidok kurang dari 38 ketentuan pasal besertoc 39 cngkg penjelason
dan  belum fagi yong merupakan ayat-ayot don putir-butir lainnya
harus menjodi  tugas Ponitio Kerja RUU atos  Perubohan  Undong-
undang Nomor 7 Tohun 1881, Dori julonnya pembahasun, Heskipun
kami anggap berlaongsung cukup lancar, namin zevmyora tidak Kurang
dari 13 Posal, 15 ayot don 7 butir harus mengaiomi pending  serto
7 masalah meloluil lobi, kecuali Pascl 17 ayot (1) tentang Lapisan
Penghosilan Keno Peojak don Lapison Tarif yong dilobliken  terlebin
dohulu. Hal ini diagnggop sangat perlu karena merupokon intl  dori
pasal-pascol loinnya vyaong dalam setiap pembicaracn  sslanjutnyo
ockon menjadi dasar pembahasan,

RUU atas Perubohan Undang-undong tentong Pojok  Pertambohan
Nilai Barong dan Jasa serto Pojak Penjualan Atas Barung  Mewan,
yang terdiri dari 21 pasal pade botang tubuhnya, ternyata tidok
kurang dari 24 ketentuan pasal besertao 24 aongka penjelasan dan
belum 1lagi ayat don butir lainnya harus menjadi tugas Panja  RUU
otas  Perubchon  Undong-Undang Nomor 8  Tohun 1983  untuk
membahasnya. Secara keseluruhon tidok kurang dari 47 butir
materi perubohan, sebanyok 43 butir ketentucn baru, sebanyok 25
butir perubohan redaoksionol dan sebanyok 22 butir yung horus

N

~

dipindahkan ke KUP harus dibohas olen Fanitic Kerja PP
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Saudara Ketuo;
Wakil Pemerintoh yang kami hormoti:

Untuk meningkatkon penerimaan negaro dari perpajokan melalui
intensifikasi dan ekstensifikosi sudan ditompung dolam  RUU
tentang Perubahan Undang-undong  Nomor 7 Tohun 1391, upayao
~intensifikaosi don ekstensifikasi melolui perluoson ¥Wojib Pajok,
Subjek Puojok don Objek Pajaok, ini menyatu dengan upgyaq untuk
terjaminnyc kepastian hukum don keadilan, terutomo melalul aspek
pengenaan pajok terhodap semua Wo?ib Dojak yang memenuhi kriterio
sebagal  Subjek  Paojok yong memiliki penghasilon  dan/otou
mempercleh tdmbchan kemompucn ekoncmis 9“49@1 Objek Pajak, jugo
telch diupayckon dicaontumkon dalam pengaturan Undong-undang ini.

Perlugsun Wajib PQij yang juga mencakup  orgonisasi  yuno
sejenis dengan Yayosan, Dona Pensiun don  Bentuk 'saho Tetap
lainnva. Perluasan Subjek Pajak yong jugo mencuxup warisan  yong
belum dibagi sebogoi satu kesatuan, menggantikon yang berhok  dan
Bentuk Usaha Tetop.

Perluasan Subjek Pajuok mencokup
- penghasilon yoyasan di luar deviden otou  boglon jabu  vang
dipereolen dari hosil penyertoon modal;
~  keuntungan kareno penjunlon/pengalinan horto;
- keuntungan karenag selisih baoyar;
- selisih karena peniloion kembaoli oktiva;
— premi asuransi;
= iuron;
- transaksi scham; dan
tambohan kekayaan neto.

) Dengaon dijadikonnya Yayasan don Organisasi yang sejenis,
serta ditetapkannya taombahan kekayoan neto sebogoi Objek  Pajok,
moka semuo Wojib Pajok yang mempunyol kekayoon netto  harus
mengisi dan  memasukkan SPT Tohunan pada waktu yang ditetapkan
oleh Undarg-undang, don Fiskus harus memeriksanya, wolaupun kito
menganut  sistem self ossessment. Karenag tanpe  dilakukan



kiranya eulit untuk dopat dinilol apbkah  oda
ombahan kmkcyoan neto dan berapa besarnya tambohan  Kekoyoon

Dengun akan ditetapkonnya dalan Undong-undong ini 3 lapisun
tarif vyong mousing-masing  sebesor  10%,  15%, don 309  dengon
besarnyo PKP mosing-masing laplson @ s ;pté dengan Rp. 25 jutu,

di otos Rp. 25 juto saompoi dengun Ro. Juto, don di oatas Rp. 50
543 umtak mengesibongkon  lopisan

juta  , mako amanat GBHN Tohun 1
usaha kecil dan menengah yang sehot don kuct dolom upayo  meruboh
struktur dunic usaha nasional dengar N usoha
kecil, koperosi don usgha menengoh duichm  wkegiotar ST EKonomion

nasional, mokoe struktur dunlo uscho nosionel vang sw;wzxng RN
memperoleh dWIO gan don kekuotan.

Belum berhaﬂilryc penyesuaion PIKP  dengun  meningkatkon
jumlahnya melebini Rp. 1.728.000,~ bogl PPh  perorensen/pribodi

dalom undangwunaang ini, haruslah disertokon cdonyu  pengokuon
dari kito semua termasuk Pemerintan, banwQ x1Ta masib perhutong
kepada masyarakat yong berpenghasilon rendon podo  tohun  fisku
1985, bila saja ongka inftlasi tahuncn 1995 nunti besornyo  berodo
di otos 9% tetopi dibawah 10%.

Froksi Persotuon Pembongunon berkeyokinon  buhwo  denogan
Dberkurangnyo Jjumloh Penghasilon Kepo Polok bagl  lapis  tarif
tertinggi 320% dori Rp. 75 jute menjodi Rp. 50 Jjuto, wmoka
penghitungan Jumlceh turunnya penerimogn negora sebogaoimanc  yong
diperkirakan  semulo menjodi  Dberkurang, dan selisin  jumlah
‘tersebut  dopot  memperkecil pengurangon  penerimuon  negara
ondaikata PTKP dinoikkan.

Fraksi Persotuon Pembangunon yokin Sgudora Menteri  Keuangan
setelch berlokunyo undong-undang ini, okan ssgera  memberitohukon
kepada Dewan untuk menyesuaikan PTKP sesuci dengan  perkembongan
‘harga kebutuhon pokok rokygt setiap tohunnyu sert ‘ j
“tahunan.

[l
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saudara Ketua;
Wakil Pemerintan yang komi hormati;

Dolam pembohason Rancangan Undong-Undong tentong  Perubaghan
dalom bidong Perpojokan ini ditondol olen semakin  populernyo
- keinginon  Froksi-froksi dengon memberikan  rombu-—rumbu  Terncdap
kewenangon yong dilimpohkon kepodo Pemerintoh atas kuasa  undang-
undang ini. Pemberian rambu-rambu boik berupa diberitohukannyo
terlebih donulu kepada Dewan dolom  semongot  untuk  mendengor
dengan sungguh-sungguh suora Dewan, moupun  berbentuk  pemuatan
aspek—-aspek yong ‘harus diperhotikon oleh Pemerintoh  sebogoi
patokon daolam melokukon penyesucion otou  dolan  mempergunakan
kewenangan tersebut.

Fraksi Persctuan Pembangunon yokin bohwo  Pemerintoh okon
memenuhinyc  dolom  peloksanoon  Undong-unconyg  fnonti, xoreno

bagoimonapun kesemuonyQ 1TU  mmerupokon  prosss o kemojuon  dalom
penyelenggaraan kehidupon bermas vurakut, Derodngsd, don
bernegurao,

Penyempuraooy  sistem cdministrasi  werpujoxun Ini  tampok

dalam pencantuman/pemuotan aturon—aturcn dolam Baob. zv, Bab. V
dan Bab. VI undang-undang PPh vyang mengatur tentang Perhitungan
Pajok Pada Aknir Tahun, Palunasan Pajok Tohun Berjalon, dan Coro
Menghitung Pajok. Adminitrasi perpojokan dolom undang-undang  PPh

ind diupayakan untuk dapat berjaolannya secara optimal built in

fcontrol terhadap Fiskus don Wajib Pajok dan entar Fiskus sendiri
ehlngga menghoruskon rlskus ~untuk meneliti, memerikso  don
menyﬁlldzkl‘g ‘ |

_Fraksi Persatuan  Pembangunan  meyokini  bohwo  sistem
administrosi yang dibangun dolom  undong-undang ini tetap
“berlaondaoskaon sistem self assessment, namun akhirnya  apakah
didalam peloksocnoconnya tetaop okan  demikiaon, Froksi  Persatuan
Pembangunan mengingatkan Pemerintah agor senantiasa  berpegang
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epada sistem self ossessment sebogai induk sistem dori
emuo alstem yong kito bangun dalam oldang perpajokan.

Dengan telah bernasilnya Ponjo membchas  RUU  tentang
Perubahan Pojok Penghasilan yong meliputl substonsi dalam  upuyo
pelaoksonoon  instensifikasi dan ekstensifikasi melolul  perlucson
Wajib Pajak, Subiek Pojok dan Cbjek Pajok  serta  penyempurnoan
administrasi perpagjokan, noko kito  semua  termasux  Pemerintad
sudah  melaksoncxkeon sebagion dorl wianct Gzad  Golam  penbongunon
sektor keuongon yang berbunyi

"Sistem  don  prosedur  perLajokan o Lntux  menlngkotke
pendopatun  Negare Terus diSempurtiakaon  oun  UISedernanakan,
dengan memperhatikon 0sas xeddilan, pemgfﬁtaum, HOnNFaot, don
awaﬁsuan Masyorakat melolul penipnekardn kKejujuron, Tonggung
Jowab don dedikasi  sertg meloiul penyempurngdn  Sistem
odministrosi”

Ini  berarti Upoya menghimpun  dono  mosyvarakot  lewot
perpajaokan,Keberhasilannya banyak terguntung dori kejujuran  don
“law enforcement”. Untuk menopang hal terseput diperlukan inscn
yong berimon dan bertagwa sebogal buylon dori kualitikoasi manusia
Indonesia seutuhnya.

Sehubungon dengon hol ini, Fraksi Persatuon  Pembangunan
ingin memberi perhaticn khusus tentong kebijoksonoan limc huri
kerjo dolam seminggu, khususnya di lingkungon pendidikan/sekolan.
Fraksi Persatuan mengingatkan bohwa banyok orong  tuo murid
memasukkon  anak—anoknya ke madraosch-modraosoh di sore hari  untuk
memperlugs dan memperdolam pendidikan agame di madrason-madiasoh,
karena porsi waktu dan kuaglitos pendlglxan ogama yang  diperoleh
di sekoloh dirasokan belum memadal.

Dengon  kebijoksonoon yang okon meneropkan jam belojor  duri
~ pukul 07.00 sompoi dengon pukul 15.00, proktis murid-murid vyong
belajor di sekolah wumum boru dopot  pulang podo sore  horld,
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: 5ehiﬂgga tidok berkesempoton logil memperdalom pendidikan ogumanyo

- di modrosoh. Keadoon  ini ckon berdampok  luas  terhadap  upayo

ziﬁmémperkuat dasar-dasar moralitos onok-anck kitc sebogel  sumber
insani  pembongunon  nasional dan  koder  penerus  cito-cito
perjuangan bangsa.

Apabilo upavo memperkuat dascr—-cascr merolituos  inil kito
obaikan, sebagai hol  yang justru sangot Kito periukan dolam
mengendalikon  arus globolisasi  yong  semokin  dergs. Froksi
Persatuan  Pembaongunan berkeyokinon keodaan  ini jUJG akon
berdampok terhadap kemerosotan niloi-nilal  kejujurcn, tonggung
jawab dan dedikasi untuk menegaokkon prinsip “self assessment” don
“low enforcement” di dolom perpa;a&um yong selonjutnya akan
berdampak negatif terhcdap kemondirian pembiayaon pembangunan
nasional. Karena itu Froksi Persatuan Pembongunon menchimbau cgar
kebijaksanoon meneropkan lima hari kerjo  di o lingrungon  ounic
pendidikan dapat ditinjou kemboli.

Saudero Ketuo;
Wokil Pemerinton vong kami hormarti;

Meskipun telch disepckatinyg Penchasilon
podo Pasal 7 cyot (1) seperti yong diusulkon Pemerinton di o dalom
RUU, Fraksi Persatuan Pembongunan te mengharapkon  perhation
Pemerintoh untuk "tidok mengabaikan pertimsungun serkembangan
ekonomi dan moneter serto perkembongan harga  kebutuhon pokok
! sétiap tohunnya” ;

-

Oleh karena Froksi-froksi merasa bahwa perubohan tarif oakan
mempengaruhl penerimaan negaro atau akan mempengaruhi  penerimaan
RAPBN tohun berikutnya, maka Froksi-fraksi merasa perlu agar
zv_Pémerlntoh menyampaikaon rencana perubohon ini didalam pembicaroan
~ pendohuluon penyusunon RAPBN. Dolom hal ini Froksi Persatuon
~ Pembangunan mengharapkan, hendoknya ketentuan tersebut benar-
¥ benar dapat diloksanokon dengon boik don tepat pada woktunya.




,1dcn9 aja' P rtambohun Nlldl Burong dan JO&G dan Pojak
\te egBdrong“Mewah permaqulahun yang menurut Fruksi
ersat 'embangunan bonyok menyerap pikiran, tenoga dan woktu
qOIdm* pembahasonnye adalah masaloh pengkrediton Pajok  Masukon
5tasf,80rang Mocdal dalam Poscl 8. Tentang hal inl memang songot
ﬁelevaﬂ untuk dibohos secara mendolam karena tidok semato-moto
menyongkut segi budgetair, meloinkan banyok menyentuh don relevan
dari  segi fungsi pajok yang dolam hal ini erat keitonnya dengan
program pembinoan  1klim investos: vyong sepot. Disamping  1tu,

mempertohanken hok Penguscha Keno Foiok untuxk mengkreditkan Pojok
Masukon atos perolenon Borong Medu., mencandung pengertion  idiil
yaitu tidok melupgk N 5emengot  con Jiwy reformasil sistem
perpajakan nasional (Tox Reform) 1883 xhususnyo dibidong Pujok
Pertambohaon Nilal antaro lain menekan  sekecil mungkin  dompok
pengenaan pojok berganda.

IS

)

Undong-undang perubahan tentong Pajok Pertambohan Nilail yang
dihasilkan Ponsus teloh berhasil merumuskan mengembolikon posisi
Pajak Pertombghan Nilol atas barang modal tetap sebagail  pungutan
Paojaok  Pertambohon  Nilai yong  dopat dikreditkan  dengun
pengecuclion tertentu vyong telonh dimuot pula dolom  penjelason
antara lain bagl pembelilan kendoroaan dengon merk  dun  model
tertentu

Dengan pengaturan Pojok Pertambohan Nilai atas barong moedal
tersebut telaoh memberikaon rongsongan terhadap  investasi  yong
berskala besar, dan dipihuk loin kecenderungan untuk memperbanyox
barang modal vyong tidak produktif bahkan hasrat  kepemilikan
barong modal yang diderong oleh semangat konsumtif okan  maompu
dibatasi,

Demikian pula masalah pengenaon Pajak Pertombohon Nilui otos
kegiatan membongun sendiri yong dilekukan tidok dolem  lingkungon
peruschoon atou pekerjoan dalom Pascl 168C, tidok kaleh pentingnvao
dikaitkan dengun prinsip umum penentuan obyek pojak dan mexunisme

pengowason  di lapongon. Peloksanoun pasal ini scngot rawon  dari
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"kemungkinbn timbulnya kolusi, apabila aparat di fopangcn yang
‘menanganinya tidok dilandasi oleh dedikasi yang dijiwal oleh
‘keimanan dan ketokwoon yang tinggi. 0Oleh karena 1itu  pada
kesempatan yang sangat baik ini, Froksie Persatuan Pembangunan
sangat mengharapkan kepado Pemerintoh untuk lebih meningkatkan
pengawasan terhadap pelaksanaon pasal ini di lapongan.

Upaya  untuk memperbesar " cakupan  punguton PPN dengan
‘mengenckan PPN atas kegiaton mambangun  sendiri  yong  tidok
dilakukan dalam lingkungan perusahaan Qtau pekerjoan oleh orang
pribadi otou badon yong hasilnyo digunakan sendiri  sebagoimana
yang dimucot dolam Pasal 16C, telah mendopat perhation  serius
dari Fraksi Persatuan Pembangunon dengan mengkajl kailtannya
terhadap Ketentuan Umum Pascl 1 yang memberikan  pengertian
tentang penyerahan barang kena pajak yang termasuk  didalamnya
“pemakaian  sendiri  don pemberion  cumo-cuma”.  Untuk  itu
menghilangkon kekogetannyo Fraoksi Persatuan Pembangunan berupayd
untuk memahominya dalam rangka keadilan dolom memikul beban pajok
dengan cara perlu adanya perlokuon yang samo terhadap pemokaian
sendiri barang kena pajak. Disomping itu Froksi  Persatuan
Pembangunan berusaha untuk memchami perkircan yanyg dialami  dalam
prakteknya, terutama apokah okan mengolaomi  kesulitan  dalam
pengawasannyo sehingga akan mudah terjadi “loopholes”. Juga harus
dihindari qgar anggota masyarakat yang belum seberapa menikmati
hasil pembongunan  juga akan terkena., Oleh karena 1itu Fraksi
‘Persatuan Pembangunan berupaya untuk mengoptimalkan rambu-rambu
yang memuat Dbatasan dan tata cora pemungutonnyo yong hendok
‘fdlotur oleh Menteri Keuongon

5 Fr0k51 Persatuan Pembangunan juga memberikan perhation yang
3ser1ua terhadap Pasal 8 RUU tentang Perubahan atas Undang-undang
‘Nomor 8 Tahun 1983 yang mengatur pungutan Pajak Penjualan Atas
Barang Modal. Fraksi Persatuan Pembangunan sejok semulo konsisten
gkan tujuon dari pengenoan pajok atas Dbarang modal disamping
untuk penerimaan negarac, namun yang terpenting adalan DertUJuon
untuk membatasi semangat konsumerisme dan pemborosan serta pame
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perhotian yong serius, yang dihasilkan justru kebalikannya yaltu
mewu judkan dompak regresif yang semakin tajam.

Soudora Ketuag;
Wokil Pemerintoh yang kami hormati,

Froksi Persatuan  Pembgngunan  merasa  bersyukur dan
mengucapkan terimo kosih kepada Pemerintan maupun  Froksi-froksi,
baik Froksi ABRI, Froksi Karya Pembangunon, moupun Froksl PDI,
serta Pemerintoh karena tentang kriteria pellmpuhon wewenang
kepada Pemerintch, yang penyusunannyG dipercayokon kepoda  Fraksi
Persatuan Pembangunan, dapat menjadi ccuan di  dalam nenentukan
secara hirarki tentang kriteric kewenongan, sehinggo dopat lebih
memperlancar jalannya pembahason RUU atas Perubohon Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN,

Demikian juga tentang  pemberian rambu—rambu yang
diperkirokan untuk menutupi penyimpangaon, baik gari sisi Wajib
Pajok  moaupun sisi Aparat paja<, mencegah kolusi, memberi

kepastian hukum, don rasa keadilon, otau memudohkan masyarokot
memahami undang-undang, ternyota masukon dari Fraksi Persatuocn
Pembangunan juga dopat dipakoil sebagal pedomon dolam pembohasan.
Saudarag Ketua;
Anggota Dewan don Wokil Pemerintaoh yong kami hormati;

e Dengan = diberlakukannyao Undang-undang di  bidang perpajakan
"yong ‘telah dluboh nanti, maka tidok kurang dari 52 (lima puluh
dua) kewenangan bagi Menteri Keuangan dan 34 {(tiga puluh empat)
f fkewenan9on pbagi Direktur Jenderal Pajaok telah  diluncurkaon
~melalui Undang-undang Perpajokon ini, dan 4 Peraturan Pemerintah
harus diterbitkan.

) Mengingat demikian banyaknya kewenangan yang harus ditaongani
Menteri dan Direktur Jenderal, kiranya perlu segera dipikirkan
secarg matang olenh Pemerintah berbogal kesiagpan aparatur Pajak
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dalam mengantisipasi membengkaknya tugas sesuai yang diharapkon

' poda waktu merumuskan dan mengajukan Rancangan Undang-Undong ini.

Untuk itu monpower planning di bidang aparaotur perpajakan, baik
kuontitos, kuolitas moupun integritasnya sebogal pelayan rokyot
perlu terus dibina dalamn rangko menciptokon clean and effective
goverment,

Fraksi Persatuon Pembangunan menghurapkon, dengan berlokunyd
Undang-undong Perpajaken hasil Perubaghon Undang-undang produk
reformasi Pojak Tahun 1883 ini, hendaknya Pemerintoh benar-benar
konsisten terhodop setiap kemudahon yaong diberikan dalam  bidang
perpajokan sehinggo benar-benar kemudaohan 1ty diberikan  jika
diperlukoh dan penerapannyo tidak menyimpang dori  maksud  dan
tujuan diberikannya kemudahan tersebut, yoitu untuk berhosilnyo
sektor-sektor kegiatan ekonomi yong berprioritas tinggi dalam
skalo nasional, terutoma dalam penggalakan ekspor.

Dengan  perubohon  torip yong diatur  dolam  Peroturan
Pemerintah don dikemukokan dalam pembohason don penyusunan RAPEN,
Fraoksi Persatuan Pembangunan menilal bahwa ini suatu langkah moju
dari peran Dewon didalam peloksonoan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945,
Mudah-mudahan opa yong teloh terumuskon didalam batang tubuh  dan
penjelason dari Undang-undang Perpajakan tersebut kelak benar—
benar daopat dilaksanckan. Untuk kemajuon langkoh ini tonpa adanyad
ogntisipasi Pemerintah tentu tidok okan terjodi. Oleh koreno itu
- Fraksi Persatuan Pembangunan mengucapkan banyak terima kasih
kepoda Pemerintah vyang kami nilal cukup aspireotif terhodap
' pandangan  don  saran  Wokil-wokil  Raokyat  yong  kebetulan

 dipercayakan duduk di lembaga perwakilan ini.

e

Untuk lebih memontapkon don deml memberikan dasar hukum yaong
kuat, Froksi Persatuan Pembongunan  mengharapkon kepada
Pemerintoh, hendaknya berbagai Undong-Undang yang belum ada dan

r!,bokal terkoit seteloh Undang-undang Perpajakan ini  diberlokukan

kiranyo Rancangan Undango—-Undangnya dapat segera'diojukon kepoda
Dewan Perwokilan Rakyat Republik Indonesia, seperti: RUU tentang
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‘ﬁasdr Modal, RUU tentang Kepabeanan, RUU tentong Badan Peradilan

k»:‘PajOk, RUU tentong Yayasan, RUU tentaong Perimbangon Keuangon

Pusat dan Doerah, serta berbogal perundang-undongon lalnnya yang
terkait dengan Undong-undong Perpajakarn.

- Fraoksi Persatuon Pembangunan berharap, semoga undong-undang
‘yang dihosilkon oleh lembago legislatif Dbersoma-sama  lembaga
eksekutif ini akan dapat menjodi ‘suotu produk kristalisosi dari
aspirasi  don kepentingan masygrokat, serta  dapat  menjadi
instrumen di  dolom mencopal  pemerataon  pembangunan  dolam
~meningkatkan kesejohteraan rokyat. |

Dengan diundangkannyo Undang-undang Perpojokan  yang sudah
mengalomi perubahan, dimana Pajok Masukon Barang Modal dopot pulo
dikreditkan, hal tersebut akon merupokan scloh satu fosilitas dan
‘misi yang tertuang pada Undang-undong  Perpajakan, dimaono
diharapkan  okon  merangsang masuknya 1nvestor ke  wilayaoh
Indonesia, apakah itu ke wilayah tertentu atou doeroh  tertentu
dengan  usaha tertentu, Froksi Persotuan  Pembangunan 1ngin
mengingatkan, apckan dengen diluncurkonnya PP No. 20 Tohun 1994
serta diundangkonnya Undang-undang Pojak vyong  telaoh  Dberhasil
diubah nanti PP No. 10 Tohun 1859 tidok perlu dicabut? Sebob PP
tersebut sudah berumur 35 tohun, tetapi hidup tidok matipun
bukaon !},

. Mengenai Keberatan dan Banding yang tercakup pada Bab V KUP
' ?meskzpun keputusan Badan Peradilon Pojok merupakon putuson akhir

“ “1f0t ‘tetap atau finol, nomun para pihck yang bersengketa
erort1 tldok akan dapat mengajukaon Kasasi. Kareng menurut
ntuan ‘perundang-undangan, setiap keputusan akhir  dari
P ngadllan di luor Mahkamah Agung tetop dopot dimintokan Kasasi
kepada Mahkamah Agung.

Fraksi Persatuan Pembangunan menyambut dengan laopang hati
dinoikkan NJOPTKP yang semula sebesar Rp. 7 juto menurut RUY
- perubchon  Pajok Bumi don Bongunan menjodi Rp. 8 juta. Dengan

1b
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vlnaikkannya NJOPTKP dan memberlokukon tanaoh dlcomplng bangunan
,éébugal Objek Pajak; makq diperkirakan sexitar 17-18 juta rakyot
”‘okan bebas dari beban pembayaran PBB. Kenaikkan NJOPTKP memang di
bawah  haropan  Fraksi Persatuan  Pembangunan  yang  semula
mengusulkan jumlah Rp. 10 juta. Namun dengan adanyo  tambahan
penjelasan gatos Pasal 3 ayat (10) bonwa faktor penyesuaion yang
harus dijodikan dosar dalaom penyesuaiannya NJOPTKP oleh Menteri
Keuangan dapat memberikan jaminan gkon terjadi  penyesuglionnya
secara berkala podo tohun-tohun mendatong. “Perkembongon hargo
umum tiap tahunnyo” bogi bumi don baongunan yong menjadi  0Objek
Pojok PBEB jouh lebih cepat dibandingkan dengon kenailkon inflosi
tohunon maupun harga kebutuhon pokek. Sedongkun bogl rakyat kecil
menjual tnnoh atou bangunon odolah tindokon yong sangat  darurat
yang sejauh mungkin okan dihindarinya. Sehingga adonya kenaikan
harga tanah maupun bangunan yang cepat bogl rokyat kecil di
pedesaan maupun di perkotoon tidokianh memberikan kenikmotan opo-
opa, yang jelas hanyalah bebon Paojak Bumi dan Bangunan yang terus
meningkat saja, yang harus ditaonggungnyo bila tidak disertoi
- dengan penyesuaiannya NJOPTKP.

- Froksi®Persatuan Pembongunan juga meminta kepada Pemerintah
-ogar dalom menerbitkan ke-empat Undang-undang tentang Perpajokan
hasil perubohan ini daopot merupakon satu-kesotuan dengan Undang-
undangnya yong lamo untuk meimudankan orang mempelojari/membahas
Undang-undang Perpajokan  tersebut. Hol seperti ini  juga telah
diterapkan misalnya pada Undang-undang tentang Pemilu dan Undang-
undang tentang Susduk MPR/DPR.

-Sgudargo Ketua;
Saudara Menteri Keuangon seloku wokil Femerintaoh;
Sidang Dewan yong kami hormoti;

Setelah kaml menyampaikon beberapa catatan don horupan, moka

%denggn penuh rosa tanggung jawab serta senontiosa menghorop ridho
dan maghfirah dari ALLAH SWT; mokae dengan menguccpkan
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~ BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM Fraksi Persatuan Pembongunon  dapat
~ menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang atas perubahon
tentang :
1. Undeng-undang Nemor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
_ Tata Cara Perpojakan; :
- 2. Undaong—-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentong Pajok Penghasilan
| sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nemor 7 Tahun
- 1891, : ]
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajok Pertambahan
Nilai Barang Don Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewaoh;
4. Undang—-unang Nomor 12 Tahun 1985 tentong Pajak Buml dan
~ Bangunan;
untuk disahkan menjodi Undang-undang.

Sidang Dewan;
Hadirin yang terhormat;

Sebelum mengakhiri Pendapat Akhir ini, perkencnkan kaml atas
nama Fraksi Persatuan Pembangunan untuk menvampolkon ucopan
terima kasih dan penghargaon yung setingyl-tingginya Kepado
Fraksi Karya Pembongunan, Fraksi ABRI, don Fraksi  Demokrosi
Indonesiag, serta kepada Menteri Keuaongan yong mewakill Pemerintaoh
beserta staf, atas kerjasaomonya yong harmonls dolam  membohas
Rancangan Undang-Undang ini.

: Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Media Massa
yang secara tekun telah memberitakan pembahasan Rancangan Undang-
9Undang tentong Perpajokan 1ini, sehindgga masyarakat  dapot
5mengikut1 proses pembohoson yang dilakukan oleh Dewon bersoma-—
amafPemerlntoh Juga ‘kepada para pakar, parc pengamot, dan para
i , kt1s1 pajok, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah
- menyampaikan masukan-masukan yang sangat berharga, tidak  lupa
kami sampoikan ucapan terima kasih.

A “Ucapan  terima kasih  juga kami  sampoikan  kepoda  seluruh
jajaran  Sekretariot Panitia Khusus Perpajakan  DPR-RI dan
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Sekretariat Departemen Keuangan serta Star Direktorat Jenderal
Pajak  yong teloh bekerjo keros dalam  memberikon  dukungarn
peloyanan teknls gaministrasi.

Komi jugag tidok Iupo menghcoturkon moat  yong  sebesor—
besarnya, seandainya  didalam  persiapon, pemnbanasan aun
penyelesaian 4 {empat) RUU di bidaong Perpojokon inl  terdapot
kata-kato  dan prilaku yang kurang berkency di hati. Untuk itu
sekall loéi kami monon moQf yang Sebesar—besarnya.

Semoga  apa  yang kito lakukan selama pempahason 4 {empat)
Rancangan Undang-Undang atas Perubanon undang-undang Pajok  1ni
dicatat oleh Allan SWT sebagal amol ibooun «ita. Amln Ya Rabbol
Alamin,

Sekian, terima kasih.

Wobillahittoufiqg Walnhiduyah;
Wossolomu'alaikum Wr. Wo.
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAL DEMOKRASI INDONESIA
Sekretarial : Jalan Gatot Subroto, Telp. 5715425, 5715560 JAKARTA 10270

!

PEMDAPAT AKHIR
FRAKS1 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
A TERHADAP
RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991
RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Oibacakan oleh : Drs. Markus Wauran
Anggota Nomor : A ~399

Yth. Pimpinan Sidang selaku Pimpinan Dewan,

Yth. Saudara Menteri Keuangan dan seluruh staf yang hadir,
Yth. Rekan-rekan Anggota,

Yth. Kerabat Kerja Pers,

Yth. Hadirin yang berbahagia,

;Yth. Sidang Paripurna yanhg mulai.

‘ASsa1amu’a1]aikum Wr. Wb.

MERDEKA |

Sebagai insan Pancasila yang bertagwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa izinkanlah kami untuk pertama-tama memanijatkan doa puji dan
syukur kehadirat Tuhan Yang Esa, karena dengan perkenan-Nya kita
dapat'melanjutkan persidangan Dewan pada hari ini dalam rangka
proses pengambilan keputusan atas 4 RUU bperubahan di bidang
Perpajakan.

Sebagaimana ditegaskan Fraksi PDI  dalam Pemandangan Umum
atas 4 RUY tersebut, pada Sidang Paripurna Dewan tanggal 12
September 1394 yang lalu, bahwa Fraksi PDI dapat menerima alasan
Pemerintah untuk merubah 4 RUU di bidang Perpajakan yaitu muncul-
nya banyak bentuk-bentuk aktifitag yang aspek perpajakannya belum
diatur atau beium cukup diatur dalam Undang-Undang Perpajakan
yang berlaku sekarang, karena pesatnya perkembangan sosial
ekonomi sebagai hasi] pembangunan dan globalisasi diberbagat



bidang. Disamping Undang-undang Perpajakan tersebut psrlu menam-
pung tujuan dan sasaran PJP II serta amanat GBHN.

Disisi lain Fraksi PDI juga sependapat dengan sikap Pemerin-
tah untuk tetap mempertahankan dan memberlakukan Prinsip-prinsip
Dasar vyvang dianut Undang-undang Pajak yang berléku saat ini
didalam merancang ke-4 RUU tersebut dengan tetap membuka diri
terhadap perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan beberapa
tahun terakhir ini serta mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan
perubahan di masa mendatang dalam Jjangka panjang.

Dengan menghormati dan memahami alasan dan prinsip-prinsip

dasar tersebut di atas, maka dari mimbar Forum vang te;hormat ini
Fraksi PDI ingin menegaskan sikapnya bahwa dalam menganalisa dan
menilai 4 RUU bidang Perpajakan tersebut, Fraksi PDI tetap mema-
. kai tolak ukur Pasal 23 UUD 1945 ayat 2 vang berbunyi: "Segala
pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang".
Kemudian didalam Penjelasan Pasal 23 UUD 1945 menyangkut pajak
ini ditegaskan bahwa: "... Segala tindakan yang menempatkan beban
kepada Rakyat, sebagal pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan
dengaﬁ Undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.,"

Tolak ukur yang lain sebagai penjabaran dari Pasal 23 ayat 2
UuD 1945 teréébut‘adaiah " Azas Keadilan,‘Pemerataan, Manfaat,
ﬁan Kemampuan Masyarakat", Sebagal inti rumusan GBHN, yang leng-
kapnya berbunyi sebagail berikut:
" Sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan
negara terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memper
hatikan azas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan
masyarakat 'melalui peningkatan mutu pélayanan dan kualitas
aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung
Jawab dan dedikasi serta melalul penyempurnaan sistem adminis
trasi."

Bertolak dari tolok ukur diatas dan dengan memperhatikan
alasan perubahan dan prinsip-prinsip dasar yang dikemukan oleh
Pemerintah, sekaligus untuk membuktikan kebenaran atas alasan dan
prinsip-prinsip dasar tersebut, maka Fraksi PDI mempersiapkan
diri dengan sebaik-baiknya dengan membentuk Team Pembahasan
mempelajari dan membahas secara cermat dan seksama 4 RUU dengan
mencari masukan dari berbagal pihak baik pakar, praktisi, maupun
pengalaman dari Wajib Pajak dari berbagai lapisan kena pajak.




Hasil pembahasan Tim kemudian dituangkan ke dalam Daftar
Isian Masalah (DIM) yang menjadi pegangan para anggota Fraksi PDI
yang duduk dalam PANSUS untuk diperjuangkan.

getelah Fraksi PDI mempelajari 4 RUU tersebut, ternvyata
terdapat rumusan-rumusan yang belum sepenuhnya menjamin prinsip-
prinsip dasar yang dikemukakan Pemerintah tolok ukur yang dipakai
Fraksi PDI yaitu azas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan

masyarakat dan taat azas.

Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut, maka da;am proses
pembahasan 4 RUU baik ditingkat PANSUS maupun PANJA banyak sub-
stansi di Batang Tubuh dan Penjelasan RUU 4 yang di perjuangkan,
Fraksi PDI untuk dirubal, disempurnakan, dihapus atau dibuat
rumusan baru.

Dalam upaya memperjuangkan usul-usul dan pemikiran itu
selalu disertal dengan berbagal penjelasan dan argumentasi untuk
menyakinkan Fraksi-fraksi 1lain dan Pemerintah. Namun ternyata,
tidak gampang, Pada umunya harus melalui dialog yang panjang dan
kadang-kadang muncul perdebatan vang tegang dan melelahkan. |
Akhirnya ada usul-usul Fraksi PDI vyang diterima, namun banvyak .
i}juga vang ditolak dengan berbagai alasan. .

Setelah mengkaji kembali usul/penilaian tersebut, ada hal-
hal yang Fraksi PDI tetap dalam pendiriannya apabila usul/pemik-
iran itu sangat diyakini akan kebenarannya. Akibatnya banyvak
masalah-masalah vyvang dipending dan atau ditunda pembahasannvya.
Dari inventarisasi masalah-masalah vang dipending, terbanyak
berasal dari ‘usul/pemikiran Fraksi PDI.

Apablla dalam membahas masalah-masalah vang dipending terse-
but tidak tercapal kesepakatan, maka masalah-masalah tersebut
dibawa ke dalam forum Lobby antara Fraksi dengan Pemerintah dan
tidak kurang pentingnya Saudara Menteri KXeuangan sendiri turun
langsung untuk memperijelas persoalannya sekaligus menawarkan
alternarif pemecahan, sehingga memperlancar proses pembahasan
untuk mencapai mufakat. )

Mufakat tersebut terwujud terutama karena sikap vyang arif
dan bijaksana dalam pribadi Menteri Keuangan vyvang terbuka dan mau
serta mampu mengakomodasi secara berimbang usul/pemikiran dari
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Fraksi-fraksi baik itu dalam Batang Tubuh maupun dalam penjelasan
RUU. ’

Sikap vang arif, bijaksana, terbuka dan objektif dari Men-
teri Keuangan dalam mengakomodir secara berimbang usul/pemikiran
dari Fraksi-fraksi itulah yang menjadi kunci terhindarnya kemace-
tén dalam proses pembahasan di Panja, sehingga pada akhirnya
Pansus dapat merampungkan pembahsan 4 RUU tersebut tepat waktu
dan pada hari ini tanggal 13 Oktocber 1994 dapat disampaikan pada

Sidang Paripurna.

Penilaian Fraksi PDI atas sikap Menteri Keuangan tersebut

bukan bersifat subyektif, tetapi sesuail rsekaman Frgksi PDI,
merupakan penilaian semua fihak.
Oleh kareua itu dari Mimbar Kedaulatan Rakyat ini ijinkan Fraksi
PDI menvampaikan salut dan rasa hormat kepada Saudara Menteri
Keuangan atag sikap dan penampilan tersebut yang dapat meredam
sikap-sikap subyektif semua pihak dan mampu menemukan rumusan-
rumusan alternatif vang menambah bobot politis, Jjuridis dan
tehnis BYU tersebut dan diterima dengan lega semua Fraksi.

Sélanjutnya dalam 4 RUU vang disampaikan kepada Dewan vyang
kemudian dibahas oleh Pansus, ada beberapa pasal yang msngatur
pendelegasian kewenangan DPR kepada Pemerintah.
 Daiam &embahasan masalah tersebut di Pansus, Fraksi PDI tetap
méngacu pada prisip dasar yaitu Pasal 23 UUD 1945. Bertolak dari
amanat lonstitusi tersebut, Fraksi PDI tetap berpendirian untuk
Taat Azas vyaitu pada prinsipnya pendelegasian kewenangan DPR
kepada Pemerintah tidak dibenarkan. Namun apabila karena kondisi
dan tuntutan obyektif memungkinkan pendelegasian tersebut, maka
Fraksi PDI dapat memahami dan menerimanya dengan ketentuan
pendelegasian ﬁersebut harug jelas substansinya serta dipagari
dengan -rambu-rambu agar pelaksanaanya nanti tidak tercipta pe-
luang vang mengurangi atau melampaui hak-hak Dewan. Fraksi PDI
sangat mengharapkan agar dalam penggunaan wewenang tersebut
Pemerintah senantiasa mengacu dan memrpioritaskan pada kepentin-
gan rakyat banyak.

Pendirian Fraksi PDI ini diterima sepenuhnya oleh Pemerintah
dan Fraksi~-fraksi lain dan untuk itu kami sambut atas kebersamaan
kita dalam menegakan Hak Dewan di bidang perpajakan.

Fraksi PDI menilai bahwa 4 RUU bidang Perpajakan hasil pembahasan
Pansus cukup berbobot walaupun dibahas dalam waktu yvang sangat
singkat oleh Dewan.



Rumusan-rumusan perbaikan yvang berhasil disusun Pansus dan
Pemerintah kedalam 4 RUU tersebut menurut penilaian Fraksi PDI
telah mampu mengisi dan membenarkan alasan Pemerintah untuk
merubah Undang-undang Perpajakan vyvang berlaku sekaréng seperti
bentuk-bentuk aktivitas baru yang aspek perpajakannya belum
diatur, manampung tujuan dan sasaran PJP II serta amanat GBHN,
mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi dan
akan terjadi di masa datang.

Secara keseluruhan Fraksi PDI bangga atas berhasilnya Dewan
"dan Pemerintah menyusun 4 RUU Perubahan Bidang Perpajakan, karena
Fraksi PDI ikut memberikan warna pada hal-hal yang sahgat prin-
sip baik segl keadilan, pmerataan dan taas azas pada 4 RUU terse-
but baik dalam Batang Tubuh maupun Penjelasannya.
Namun di sisi lain kita semua jangan dulu berpuas diri dengan
terjadinya perubahan atas 4 Undang-undang di Bidang Perpajakan
tersebut.

‘ Karena di samping berbagai kemajuan yang dicapai melalui 4
‘Rancangan Undang-undang tersebut sebagail mana diutarakan diatas
Fraksi PDI menilai ke~4 RUU yang disampaikan ke Pansus masih
mengandung beberapa kelemahan prinsip, dimana aspek keadilan
belum sepenuhnya terakomodasi.

Menurut Fraksi PDI kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

1. Struktur Perpajakan yang dirumuskan dalam 4 RUU masih ada
segi-segi yang belum menggambarkan keadilan. Peran pajak tidak
langsung masih dominan, sedangkan GBHN mengamanatkan agar
meningkatkaﬁpéran pajak langsung. Seperti kita ketahui bersama
kadar kandu ngan keadilan dalam pajak tidak langsung masih

rendah.

2. Barang-barang yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penju-
alan atas barang mewah tidak cukup selektif bila di putuskan
sepertl yang ada sekarang ini, dimana antara lain air minum
seperti Aqua, Teh Botol dan sebagainya yang merupakan kebutu-
han rakyat banyak sungguh tidak pantas digolongkan sebagail
barang mewah, karena barang tersebut telah merupakan konsumsi
rakyat banyak.

3. Dari berbagai rumusan 4 RUU tersebut, yang dikhawatirkan




apabila sesgeorany vang penghasilannya hanya cukup untuk
mempertahankan hidupnya sekeluarga, tentu tidak mempunyai apa-
apa untuk membayar pajak, namun harus membayar pajak.
‘Dalam situasi ini kita diingatkan oleh sebutan. Latin yang
menyatakan NEMO DAT QUOD NON HABET yang artinya "tidak ada
orang vang bisa memberi yang dia sendiri tidak punya'.

Apabila Fraksi PDI kemukakan kelemahan-kelemahan tersebut,
tidak ada maksud sama sekali untuk mengurangi akan prestasi dan
kepuasan yang kita capai dalam menyusun 4 RUU Perubahan Bidang

Perpajakan tersebut.

Fraksi PDI juga menyadari sepenuhnya kelemahan-kelemahan
tersebut belum dapat kita atasi karena kondisi obyektif bangsa
kita baik segi perekonomian, moneter, budaya, hukum, dan sebagai-
nya, kondisi mana belum mampu menunjang untuk menghilangkan

kelemahan~kelemahan dimaksud.

Yang dikehendaki Fraksi PDI ialah dengan mengetahui dan
menyad%ri kelemahan~kelemahan prinsip yang ada dalam 4 RUU,
menjadikan kita semua untuk terus mawas diri agar pada suatu saat
nanti kelemahan-kelemahan tersebut dapat dikurangi atau dihilang-
Kan sama sekali. '

Ababilaiditinjau dari segli penerimaan negara, maka 4 RUU
itu, diharapkan dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun walaupun
pada tahun-tahun awal mungkin akan mega—lami penurunan., Keadaan
tersebut antara lain adanya penurunan tarif untuk lapisan kena
pajak. Dengan sistem ekstensifikasi subyek dan obyek pajak serta
intensifikasi dalam sistem dan administrasi pemungutan pajak
diharapkan pendrimaan negara akan mengalami peningkatan di tahun-
tahun mendatang yang sangat berarti dalam mendukung pembiayaan
Pembangunan Nasional.

Pengaruh lain ialah diharapkan perubahan 4 Rancangan Undang-
undang tersebut dapat merangsang bagi peningkatan investasi
terutama dengan penurunan tarif tertinggi pajak penghasilan dan
pemberian kemudahan-kemudahan bagi investor untuk menanamkan
modalnya bagi jenis kegiatan tertentu dan atau di daerah tertentu

seperti daerah terpencil vang banyak terdapat di kawasan Timur
Indonesia.

Fraksi PDI menyadari sepenuhnya bkahwa dalam upaya untuk




;??ménerapkan azas keadilan dan pemerataan kita dihadapkan pada 2

'f'%(dua) pilihan vaitu peningkatan penerimaan APBN atau penerapan

‘azas keadilan, pemerataan, dan taat azas.

Dengan mencoba menilai dan menghayati secara mendalam atas
seluruh rumusan di dalam 4 RUU tersebut Xkhususnya pasal-pasal
yang tersangkut 2 {(dua) kepentingan di atas, diperhadapkan pada
kondisi dan situasi negara dan bangsa kita, dengan jujur jawaban
hati nurani kita mengalami dilema, karena secara ideal kepentin-
gan kedua sisi tersebut penting namun dalam rumusan dan praktek
ternyata ada yang terkalahkan atau dinomor duakan.

Dalam rangka pelaksanaan ke-4 Undanyg-undang tersebut nanti,
dituntut sikap arif dan bijaksana serta kemauan politik Pemerin-
tah yang konsisiten untuk memadukan kedua kepentingan tersebut
secara berimbang demi kemajuan bangsa dan negara yang didalamnya
berisfzrakyat vang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan.

Selanjutnya Fraksi PDI akan meyampaikan pendapat atas masing-ma

sing Rancangan Undang-undang Sebagail berikut :

I. Ragangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

1. Ekstensivikasi :

Peluang untuk meningkatkan penerimaan negara sangat besar
dengan melaksanakan ekstensivikasil sebagaimana diatur dalam
Pagal 2 dan Pasal 3 ayat (7} RUU Perubahan Undang-undang Nomor
6 Tahun 198§'tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan menjaring Wajib Pajak sebanyak-banyaknya akan memerata-
kan beban pikul masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyara-
kat akan menerima beban sesuai dengan tanggung Jjawab dan
kemampuannya masing-masing.

Namun demikian, haruslah diingat bahwa kemampuan orang per
orang dalam masyvarakat tidaklah sama. Disatu pihak ada yang
mempunyai kemampuan yvang sangat: besar, bahkan sangat berlebi-
han, ada yang cukup mampu, namun dipihak lain banvak yvang pas-
pasan, bahkan tidak mampu.




Berpegang teguh pada asas keadilan dan pemerataan Fraksi PDI
sangat memperhatikan dan peduli pada Kkeputusan-keputusan
ketetapan pajak. Pengecualian terhadap mereka yang dianggap

patut diberi keringanan baik yang menyangkut prosedur adminis-
trasi maupun besarnya penhgenaan seperti tersebut dalam Pasal 3
avyat (2) dan avat(7), Pasal 9 avat (4) dan Pasal 11 hendaknya
dapat secara bijaksana dan konsekuen dilaksanakan.

Intensifikasi.

Agar niat Pemerintah dalam pengerahan dana masyarakat terca-
pai, maka intensifikasi penyelenggaraan perpajakan mutlak
perlu dioptimalkan. Fraksi PDI melihat, intengifikasi itu

trasi belaka, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang sangat

mendesak. Tanpa intensifikasi, niscava akan terjadi selogan
nafsu besar fenaga kurang.

¢
Dalam kerangka inilah Fraksi PDI berpendapat bahwa_penyederha-

naan prosedur administrasi harus dilaksanakan gecepatnya.

Penvederhanaan prosedur tersebut tentu saja harus berarti
meniadakan pelaksanaan administrasi perpaijakan_ yang berbelit-

Qg;ig yaﬁg Q}rpk;atig. Fraksi PDI menganggap bahwa peran

peiaksanalteknis harus lebih efisien dengan langkah-langkah
vang cepat, tepat, murah dan penuh dedikasi. Itulah alasan
mengapa Fraksl PDI menvetujui pelimpahan wewenang didalam RUU

ini lebih banyak diberikan kepada pelaksana teknis/administra-

si yaitu Direktur Jenderal Pajak yang tertuang dalam 22 Pasal,

Pasal sedan@kan Peraturan Pemerintah hanya 2 Pasal.

Suatu hal yang sangat menggembirakan adalah niat Pemerintah

vang sangat seriug dalam meningkatkan efisiensi dan disiplin

aparatnya. Khususnya aparat perpajakan akan diperlakukan
sanksi vang berat apabila terjadi pelanggaran dalam melaksa

nakan Undang-undang ini. Jadi tidak hanya Waiib Pajak saja

vang diancam sanksi/hukuman apabila tidak patuh memenuhi

ketentuan perundang-undangan ini.

Dikatakan ancaman hukumannys berat karena bersifat akumulasi-
vaitu dihukum badan dan denda.

Bagi mereka yang karena kealpaan melakukan kesalahan dalam




menjalankan ketentuan perundang-undangan diancam hukuman
kurungan selama-lamanya 1 _(satu) tahun dan denda setinggi-

tingginya Rp 2.000.000,- (dua ijuta rupiah). Sedangkan vyang

dengan sengaja, diancam hukuman pidana penjara selama-lamanya
2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp_ 5.000.000,-

(lima juta rupiah).

Ancaman hukuman vang berat juga diberlakukan bagi barang siapa

yang merugikan keuangan negarva dengan melakukan penvalahgunaan
permohonan resgtitusi, diancam pidana penjara selama-lamanya

2(dua) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah resti-

tusi vang dimohon.

II. RUN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1983  TENTANG
PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN _ UNDANG-
UNDANG NO. 7 TAHUN 1991.

1. Penghasilan Satu Tahun Pajak

1Penéertian umum dari pungutan pajak penghasilan adalah pungu-
jtan:pajak‘atas penghasilan yvang diterima aﬁau diperoleh oleh
~Wajib Pajak selama Satu Tahun Pajak.
Pengertian umum ini perlu ditulis secara jelas, demi kepastian
hukum, sebagaimana undang-undang vang berlaku selama ini.

Bahwa atas beberapa jenis penghasilan, dipungut langsung pajak
penghasilannnya dan bersifat final, FPDI menyadari betapa
pentingnya aspek peranan APBN, namun pengamanannya dengan
ramﬁuwrambu, digsetujuil bersama.

Rumusan Ketentuan Umum dalam RUU perubahan Pasal 1 vang ber-
bunyi

i1

Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi
dan badan atas penghasilan vyang diterima atau
diperoleh dalam Tahun Pajak'

merupakan rumusan yang masih mengandung kelemahan, sehingga
Fraksi PDI merasa perlu untuk mengingatkan bahwa Pengertian
Umum dari perhitungan pungutan pajak penghasilan adalah peng-
hasilan yanyg diperoleh dalam satu tahun pajak. 0leh karena
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itu dengan diterimanya usul Fraksi PDI untuk tetap menyantum-

. kan pengertian tersebut, walaupun diletakkan dalam Penijelasan

pasal yang bersangkutan, Fraksi PDI merasa lega dan dapat

. menerima rumugan pasal tersebut.

Harta Hibah dan Warisan

Penerimaan harta karena Hibah atau Warisan pada hakekatnya

. merupakan tambahan Kemampuan ekonomi bagi penerimanya. Keten-

tuan dalam Pasal 4 ayat (1) RUU Perubahan menyebutkan bahwa

. vang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang
dapat dipakai wuntuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk
apapun.

- Apabila kita anut prinsip ketentuan tersebut diatas kiranya
seﬁua pihak akan mengakui bahwa "harta hibahan vang diterima
cleh keluarga sedarah dalam garis keturunan Jlurus satu
derajat tersebut Pasal 14 ayat (3) huruf a andgka 2}, serta

warisan seperti tersebut dalam Pasal dan ayat yang sama
huruf b seharusnya juga dikenai pajak. |
- Lebih meyakinkan lagi kalau kita dalami makna dari Penjela
san Pasal 4 ayat (1) RUY yvang menyebutkan bahwa
" Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas =
penghasilan dalam pengertian yang luas,‘yaitu bahwa
pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Paijak

dari manapun asalnya, yang dapat dipergunakan untuk
konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak terse-
but. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini

tidak memperhatikan penghasilan dari sumber terten-

tu, tetapl pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajék merupakan ukuran terbalk
mengenai kemampuan Wajib Pajlak tersebut untuk IKUT
BERSAMA-SAMA MEMIKUL BIAYA YANG DIPERLUKAN PEMERIN-
TAH (NEGARA) untuk KEGIATAN rutin dan PEMBANGUNAN.Y

Lt




Atas dasar prinsip-pripsip tersebut diatas, Fraksi PDI dengan

penuh kevakinan mengusulkan agar dalam Undang-Undang baru ini,

perolehan harta hibah, maupun Warisan dikenakan pajak penghas-

Fraksi PDI menyadari bahwa menurut kelaziman sampai kini, hal
tersebut belum umum diberlakukan di Indonesia. Oleh karena itu
Undang-Undang lama-pun belum menyantumkan kewajiban tersebut.
Namun berkaitan dengan prinsip pemerataan , prinsip keadilan
dan gotong royong dalam kehidupan bernegara, semestinya sudah
waktunya kita laksanakan pengenaan pajak atas obyek pajak
tersebut diatas.

Hal semacam inl justru telah terjadi diberbagai negara yang
telah maju ! negara kita vang bersemangat gotong royong dan
ingin maju kiranya tak perlu ragu untuk meniru demi memperce-
pat laju pembangunan.

Fraksi PDI telah mengusulkan batasan harta warisan yang tidak
kena pajak sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
Selebihnya harus dikenal pajak. Kami yakin, kalau hal ini

dilaksanakan, penerimaan Negara dari sektor Pajak akan naik

- pesat.

‘ Walaupuh usul vyvang baik dari Fraksi PDI belum “mendapat duku

ngan Fraksi lain, namun usul Fraksi PDI ini tetap menjadi
catatan untuk dapat kita tuangkan dalam konteks Undang-Undang
vyang lain, dalam waktu yvang tidak lama.

Dalam hubungan ini Fraksi-fraksi dan Pemerintah sepakat, hal
ini akan diatur dalam undang-undang tersendiri, karena berba-
gal aspek yang harus dijadikan dasar dalam pungutan pajak atas .
Hibah dan Warisan, tersebut.
Untuk itu Fraksi PDI mendesak Pemerintah agar segera dapat .
mengkaji dan menyiapkan RUU Hibah dan Warisan dimaksuh, dalam
waktu singkat. Dewan dapat juga mempergunakan hak mengusulkan
RUU sebagal usul INISIATIF.

Pajak Penghasilan Kepada Yavasan

Dalam UU HNo.7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagai
mana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991, Yayasan Tidak -
Kena Pajak penghasilan saepanjang pengeluaran—pengeluaran{
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Yayvasan untuk kepentingan umum,

Dalam kenyvataan pefkembangan Yayasan dewasa ini telah begitu
luas terutama lima tahun tetrakhir, malahan banyak dari Yaya-
san tersebut yang telah meniadi konglomerat, sementara belum
ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu dalam RUU
Perubahan ini FPDI dapat menerima penghasilan Yayasan dikena-
kan pajak, setelah dikurangi pengeluaran untuk kepentingan

umuim.

Dalam kaitan ini para pemilik Yayasan agar tidak perlu khawa-
tir, karena sepanjang pengeluaran dapat dibuktikan untuk
kepentingan umum, maka penghasilan yang kena pajak adalah
penghasilan Prutto setelah dikurangi pengeluaran untuk kepen-
tingan umum tadi. Hal ini sepenuhnya dijamin dalam RUU ini,
karena tetap menganut asas SELF ASSESEMEHNT.

Biava Pengolahan Limbah

Fraksi PDI sependapat dengan Pemerintah, bahwa biaya pengola-
hagglimbah perlu diperhitungkan untuk mengurangl penghasilan
kena pajak. )

Hai ini sesual dengan sikap Fraksi PDI yang selalu menuntut
keﬁada?pa#a pengus&ha agar melaksanakan kewajiban pengolahan
Ii@bah?seéara baik dan benar, agar tidak ﬁmrusak‘lingkungan
hi &ﬁp 3 ‘

Selama ini pengolahan limbah sebagai bagian terpenting dari -
pemeliharaan dan pelestarian Lingkungan Hidup, memang sudah
harus menijadi biaya dari setiap proses produksi yang bersih
dari pencemaran dan perusakan lingkungan.

Fraksi PDI menyadari hal ini akan menambah beban biaya produk-
si, vang akan mempertajam dayva saing hasil produksi kita baik
dipasaran dalam negeri maupun luar negeri. = Tetapi karena
‘komitm@n kita untuk melaksanakan pembangunan nasional yang
berkelanjutan berwawasan lingkungan, maka pengolahan limbah
harus mendapat perhatian utama. Semula masalah Paéal 6 ayat
(1) tentang biaya pengolahan limbah ini, termuat dalam Penje-
lagan, namun Fraksi PDI mengusulkan agar dimasukkan dalam
Batang Tubuh guna menegaskan, bahwa masalah ini benar-benar

sarius dan strategis. Xami gembira bahwa semua Fraksi dan
Pemerintah dapat menyetujuinva.
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5.

Fraksi PDI menyadarl bahwa konsekwensi pelaksanaan Ketentuan
ini akan menimbulkan tuntutan kerja Kkeras bagi fiskus. Agar
jangan terjadi biaya pengolahan limbah telah dikurangkan dari
pendapatan kena pajak, sedang kewajiban pengolahan limbah
sendiri tidak dikerjakan. Apabila terjadi yang demikian,
kerugian negara menjadi ganda. Ini terpulang pada Intregritas
Aparatur Perpajakan kita untuk dapat bekerja dengan disiplin
dan semakin bersih serta bekerjasama dengan Instansi terkait.
Digisi lain apabila biaya pengolahan limbah telah diperhitung-
kan untuk mengurangi penghasilan kena pajak sebagainama telah
diatur dalam Pasal 6 ayat (1) ternyata masih ada pengusaha
vang mencemarkan dan merusak lingkungan, Fraksi PDI mengharap-
kan perhatian Pemerintah untuk menyeret yang bersangkutan ke

Pengadilan untuk dijatuhi hukuman yang berat.

Fraksi PDI minta perhatian vang serius dan sikap yang konsisi-
ten dari Pemerintal dalam mewujudkan Pembangunan Nasional yang
be@kelanjutan berwawasan lingkungan. Kenyataan sampal sekarang
pencemaran dan kerusakan lingkungan terus berlangsung dan
terjadi di berbagai pelosok tanah air dan khususnya di pulau
Jawa Intensitasnya sangat tinggi.

Disisi lain apabila pencemaran tersebut terjadi karena ada
kolusi dengan oknum aparat Pemerintah, Fraksi PDI mengharapkan
puia agar oknum aparat tersebut ditindak:tegas, bukan hanya
dalam bentuk tidakan administratif tetapi juga dengan ancaman
hukuman badan. '

Bagi Fraksi PDI sudah saatnva ?emerintah mengambil langkah-
langkal yang tegas dan keras terhadap pelaku-pelaku pencemaran
dan perusak lingkungan siapapun orangnya demi mempertahankan
dan memulihkan pelestarian fungsi dan peran lingkungan dalam

' mendukuny proses pembangunan yang berkelanjutan.

Apabila makin terlambat kita tidak mampu membela diri dari
gugatan generasi mendatang.

Penghasilan Tidak Kena Paijak, Tarif Paijak, dan Lapisan Peng

hasilan.

~ Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah salah satu bagian
terpenting dalam penerapan azas keadilan, dan pemerataan
dalam sistem perpajakan, serta sangat mempengaruhi peneri-
maan APBN. 0Oleh karena itu Fraksi PDI berpendirian bahwa
penentuan besarnya PTKP dan perubahannya, sepenuhnya menjadi
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wevenang Rakyat, lewat Dewan Perwakilan sesual amanat UUD
1945.

Demikian pula halnya dengan Tarif Pajak dan Lapisan-lapisan
Penghasilan kena Pajak, keputusan mengenai hal tersebut
serta perubahannya, sangat berkaitan erat dengan penerimaan
APBN atau Hak Budget DPR.

Keinginan Pemerintah meminta pelimpahan wewenang untuk
melakukan perubahan terhadap PTKP, Tarif Pajak, dan Lapisan
Penghasilan pada dasarnya sulit dibenarkan di tinjau dari
amanat UUD 1945.

Namun demikian Fraksi PDI juga menyadari bahwa perubahan
PTKP, tarif pajak, dan lapisan-lapisan penghasilan kena
pajak perlu setiap kali disesuaikan dengan perkembangan
ekonomi, moneter dan perkembangan harga kebutuhan pokok
masyarakat. Apalagi dalam era globalisasi pefdagangan dunia
saat ini, perkembangan itu bisa menjadi cepat sekall. Se-
hingga kalau penyesuailan harus dengan undang-undang akan
ﬁ%njadi tidak praktis.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan praktis tersebut di
ayas,‘maka ‘ :

Fiaksi PDI dapat menerima keinginan Pemerintah bahwa, peru-
bahan PTKP, Tarif, dan Lapisan Penghasilan perlu disesuaikan
dengan perkembangan ekonomi, moneter, dan harga pokck ketu~
butuhan masvyarakat sehari-hari, dan oleh karena itu dapat
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Men-
teri Keuangan.

' t

Akan tetapi substansi materi perubahan tetap harus disampai-
kan oleh Pemerintah kepada Dewan untuk dibahas dalam kesem-
patan penyusunan APBN, yang dalam TATIB-nya dikenal dengan
istilah Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, vyang.
dilakukan dalam masa persidangan pertama setiap tahun si-
dang, yaitu; antara bulan Agustus sampal dengan pertengahan
Oktober.

Adapun mengenal ketentuan begarnya penghasilan tidak kena
pajak, tarif dan lapisan pengahsilan, Fraksi PDI menyampai-
kan pendapat sebagal berikut;
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6.

Tarif Pajak dan Lapisan Penghasilan Kena Pajak

pasal. 17 ayat (1). Konsep perubahan dalam RUU vyang

kemudian mengalami perubahan lagi sebagai hasil pembaha-

san dalam PANJA memberikan gambaran sebagai berikut

1. Perubahan penggolongan vang semula (konsep awal
RUU) 4 lapisan dirubah menjadi 3 lapisan vyaitu

1. 0 sampai dengan Rp 25.000.000,~ kena pajak 10%.
2. Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000- kena pajak. 15%.
3. Rp 50.000.000 keatas kena pajak 30%,

lebih terpenuhi aspel Kkesederhanaan sehingga mengu-
rangi beban administrasi yang rumit. Dipamping itu
secara prinsipiil lapisan dari tarif 3 lapisan terse-
but lebih riil menguambarkan struktur masyarakat yang
masih mengalami kesenjangan yang cukup tajam. Juga

lebih memenuhi asas keadilan dan progresifitas.

2. Perubahan menaikkan batas penghasilan kena pajak,
dari UU vyang kini berlaku Rp 10.000.000 menjadi
Rp 25.000.000,~, serta menurunkan tarif pungutan dari
15% menjadi 10 %, mencerminkan concern kita kepada
masyarakat lapisan bawal.

3. Perubahan penurunan tarif pajak untuk lapisan tera-
tas dari 35% menjadi 30% terpaksa kita lakukan demi
menjaga dan menumbuhkan iklim kompetitip dalam pem-
bangunan ekonomi era globalisasi,

Berdasarkan atas pemahaman masalah-masalah tersebut
diatas maka Fraksi PDI dapat menerima perubahan Pasal
17 avat (1).

b). Penghasilan tidak kena pajak.
Adapun mengenai penghasilan tidak kena pajak, Fraksi PDI
menyadari takaran vang ideal memang belum dapat kita
persembahkan kepada rakyat banyvak, mengingat kepentingan
penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional masih

menuntut pengorbanan sebagail kewajiban kenegaraan.

Penvusutan Pasal 10 avat (2}.

Penyusutan harta tetap baik vang berwujud maupun yang tidak
berwuiud dapat mengurangil penghasilan kena pajak, dengan
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demikian juga akan mempengaruhi penerimaan APBN.

UU vyang berlaku hingga saat ini hanya memberlakukan satu
metode yaitu menurun vyang berimbang (declining balance}).
Metode ini dapat merugikan penerimaan negara terutama dibidang
usaha tertentu. RUU PPh ini mengusulkan pilihan lain yaitu

 metode penyusutan bagian-bagian yang sama, selama masa manfaat

" harta tetap (straight line).

Bagi Fraksi PDI penyusutan dengan metode straight line inilah
yang dinilai 1lebih menguntungkan penerimaan negara, maka
andaikata harus memilih satu diantara dua pilihan tersebut
dalam RUU ini, metode straight line-lah yang akan menjadi
pilihan Fraksi PDI.

Akan tetapi, karena kita harus juga memikirkan aspek peningka-
tan penanaman modal dalam dan luar negeri, yang perlu diberi-
kan insentif, Fraksi PDI dapat menerima kedua metode tersebut
dijadikan pilibhan oleh Wajib Pajak.

Namun dalam pelaksanaannya Fraksi PDI mengharapkan agar Pemer-
‘inta% dengan sungguh~sungguh dapat mendorong Wajib Pajak
menggunakan metode straight line. Sedang penggunaan metode
;Deglining balance agar diarahkan pada Wajib Pajak yang obyek-
“tif pantas menggunakan metode tersebut, baik karéna usahanya

‘'yang khusus maupun letak usahanva vang berada didaerah terpen-
cil.

Istilalh Bendaharawan Pemerintah Pasal 21 avat (1) huruf b,

Pemakaian istilah bendaharawan Pemerintah untuk menyebutkan
semua Dbendaharawan yang berada diberbagai lembaga negara
sepefti MPR, DPR, MA, BPK dan DPA, menurut pendapat Fraksi PDI
secara prinsipil dinilai kurang tidak tepat, karena dengan
istilah tersebut diartikan seluruh pegawal negeri sipil dan
militer atau ABRI adalah pegawal Pemerintah.

Menurut pengertian Fraksi PDI , penyelenggara negara bhukanlah
hanya Pemerintah, tetapi juga Lembaga-lembaga negara lainnya.
Sesual dengan UUD 1945 Lembaga-lembaga negara lainnya seperti
MPR, DPR, BPK dan DPA jelas bukanlah bawahan (cnderbonw)
apalagi baglan darli organisasi Pemerintah. Sekretariat Jender-—
al Lembaga-lembaga yang kami sebut tadi dewasa ini secara

administratif dimasukkan sebagai organ Pemsrintah walaupun
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secara fungsional merupakan aparat lembaga yang bersangkutan.

Oleh karena itu untuk memungkinkan dan menurut sertakan benda-
ﬁarawan lembaga-lembaga tersebut untuk ditunjuk sebagai pemun-
gut pajak, istilah Bendaharawan Pemerintah harus digantiv

dengan istilah Bendahawan Pemerintah dan lembaga-lembaga

negara lainnya. Masalah ini bagi Fraksi PDI sangat mendasar.

Akan tetapi karena dalam UU yang berlaku istilah bendaharawan
pemerintah ini telah dipakai, maka diusulkan pengertian terse-
but dipakal untuk melengkapi dan menysmpurnakan penjelasan
Pasal-nya, dan Fraksi PDI dapat menerima istilah Bendaharawan
Pemerintah dipakai dalam Batang Tubuhb RUU ini dengan membuat

penvempurnaan pada penjelasannya.

Bunga Simpanan_di Koperasi Pasal 23 avat (1) buruf b.

Dalam@RUU Perubahan ini ditentukan pungutan pajak atas bunga
simpanan di Koperasi sebesar 15 % final. Dengan demikian tak
ada bedanya pajak atas bunga simpanan di Koperasi dengan bunga
deposito di Bank-bank lain. Berarti pula tak ada fasilitas
perpajakan vyang diberikan kepada badan usaha Koperasi. Koper-
asi kurang mendapat support untuk membangun kekuatan ﬂaya
ééing terhadap badan-badan usaha yang lain.

Sementara itu kepada Badan Usaha Swasta telah banyak diberikan
fasilitas oleh Pemerintah, sehingga menjadi pengusaha-pengusa-

ha besar. Dengan demikian akan terkesan kurang kepedulian RUU
Perubahan Perpajakan ini terhadap Koperasi yang nyata-nyata
telah diamanatkan dalam GBHN demi GBHN selama ini, untuk
menjadikan Koperasi sebagal Badan Usaha vyvang menjadi tulang

punggung atau Socko Guru pembangunan elkonomi,

Sejak. awal Fraksi PDI menghendaki adanya kepedulian itu,
sehingga mengusulkan agar pajak atas bunga simpanan di Kopera-
si diturunkan dari 1% % menjadi 10 %. Dengan demikian diha-
rapkan anggota masyarakat akan lebih banvak menyimpan uangnya
di Koperasi dan gerak kehidupan Koperasi akan berkembang
sesual yvang kita cita-citakan.

Akan tetapl setelah mendengar praktek selama ini bahwa banyak
kemudahan yang disalahkan gunakan, sehingga tidak dapat dinik-

mati oleh Koperasi dJdan segenap anggotanya, Fraksi PDI dapat
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menerima perlakuan pungutan pajak yang sama seperti terhadap
bunga deposito yang disimpan diberbagail Bank.

Pada kesempatan ini Fraksi PDI mengharapkan dengan penuh
kesungguhan, agar Badan Usaha Koperasi dibidang simpan Pinjam
dapat didorong dan dibantu pemantapan managementnya, sehingga
fasilitas perpajakan lain yang diberikan antara lain pembeba-
gan pajak ataé bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi
gampai pada jumlah tertentu, dapat secara nyata dinikmati oleh

koperasi serta anggota-anggotanvya.

Bersama ini pula Fraksi PDI meminta kepada Pemerintah, c.q.
Menteri Keuangan bersama-sama para pejabat terkait agar mene
1iti dan membina koperasi-koperasi simpan pinjam yang benar-
benar aktif untuk kepentingan anggota-anggotanya dapat mempe-

roleh perlakuan khusus.

Erat hkhaitannya dengan penyembangan dan pembinaan koperasi
"dalam vzaha simpan pinjam adalalh kemunculan Badan Perkreditan

Rakyat (BPR) yang berkembang jumlahnya dengan sangat cepat.

ﬂFraksi PDI meminta agar Pemerintah menyerésikan operasionil-
'nya, supaya tidak saling mematikan, sebaliknya dapat saling
fmenghidupi dan menumbuhkan.

Kemudahan bagi Bentuk Usaha Tertentu di daerah tertentu
Pagal 31, A.

Pemberian kemudahan perpajakan untuk usaha bidang ter%entu dan
di daerah tertentu sungguh diperlukan, guna memacu peningkatan
ekspér non migas, pemenuvhan kebutuhan yang merupakan hajat
hidup orang banyak, mengurangi XRetimpangan laju pembangunan
antar daerah, perluasan lapangan kerja dan sebagainya.

Fraksi PDI setelah mengkaji rambu-rambu yang tertuang di
dalam penjelasan pasalnya tentang bentuk wusaha macam apa,
daeralh mana saja, dan kemudahan apa vang diberikan, dapat
menerima kebijakan pengaturan te{sebut vyang akan dikeluarkan
dengan bentuk Peraturan Pemerintah.

Rambu-rambu tersebut sangat prinsipil bagi Fraksi PDI, karena
setiap pemberian kemudahan perpajakan hakekatnya sama dengan
pengurangan penerimaan APBN atau dengan kata lain menjadi
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heban masyarakat.

Dengan dicantumkannya rambu-rambu dalam penjelasan pasal ini
bahwa usaha tertentu tersebut dibatasi pada bidang-bidang
usaha vyang berprioritas tinggili terutama untuk penggalakan
ekksport, dan daerah-daerah tertentu dibatasi hanya untuk
daerah terpencil yvang pada saat ini lebih banyak ditemukan di
kawasan timur Indonesia serta kemudahan dibatasi pada penyusu-
tan yang lebih dipercepat, Xkonpensasi keruglan lebih lama
tetapi tidak lebih dari 10 tahun, pengurangan PPh atas devi-
den, maka dengan ikhlas Fraksi PDI menerimanya.

10. Hal-hal vang belum cukup diatur dalam RUU Pasal 35

Pasal 35 Undang-undang yang masih berlaku, yang di dalam RUU
Perubahan tidak mengalami perubahan, Fraksi PDI melihat bahwa
kewenangan vang diberikan kepada Pemerintah untuk mengatur
hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU ini dengan PP, perlu
diberi batasan yang jelas.

- = Oleh karena Pemerintah telah memberikan batasannya

dengan menyebutkan dalam penjelasan pasal ini antara lain
berbunyi

......... yvaitu semua peraturan yang diperlukan agar UU ini
dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya termasuk pula
preraturan peralihan ".

Maka Fraksi PDI tidak khawatir akan penggunaan Peraturan
Pemerintah yang menurut rumusan Pemerintah pasal 1ini dalam
batang tubuhnya dapat mencakup hal-hal yang sangat luas.

Dengan demikian untuk ketentuan tersebut Fraksi PDI juga dapat
menerima.

Saudara Pimpinan dan Sidang yang terhormat.

ITI. RUU _PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG _NOMOR 8 TAHUN 1983 TEN-

TANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAIBARANG DAN JASA DAN _PAJAK
PEHJUALAN ATAS BARANG MEWAIN.

1. Seperti kita ketahul bersama, tujuan pajak tidak langsung

~ ntalah untuk kepentingan penerimaan negara. Dengan perka-
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Saudara

(83}

Laan laiﬁ misi utama PPN dan PPN barang mewah adalah
sebagai instrumen untuk memungut dana dari masyarakat
yang mampu bagi kepentingan budget. Dalam kaitan ini
aspek keadilan dan taat azas tidak menjadi tolok ukur

utama.

Namun demikian, Fraksi PDI berpendapat bahwa aspek keadi-
lan,terutama perlindungan terhadap rakyat kecil atau
rakyat golongan ekonomi lemah tidak boleh diabaikan

begitu saja.

Oleh karena itu Fraksi PDI mengharapkan dengan sangat,
agar pengenaan pajak secara norma atau offrosal asses-
smant terhadap pengusaha kecil harus dibawah tarif umum,
sedang pengusaha kecil vyang memilih untuk dikukuhkan
sebagail pengusaha Kena Pajak diberi tarif yang lebih
rendah lagi dari tarif norma. Hal ini dimaksud sebagail
misantik untuk mendorong pengusaha kecil menyelenggarakan
pembukuan besar dan meminta dikukuhkan sebagal Pengusaha
Kena Pajak (PKP).

ihasalah lain yang menyangkut perlindungan terhadap rakvat
kecil adalah sebagai berikut : |

'

Sepertl kita ketahui bersama, Pajak Fenjualan atas Barang
Hewah adalah pajak tambahan diatas atau on top Pajak
Pertambahan Nilai. Jadi PPN Barang Mewah adalah beban

ekstra atau Peban tambahan bagi pemakai atau konsumennya.

1
i

pleh karena 1itu baranyg-barang yvang merupakan kebutuhan
umum seperti air minum teh botol sekalipun mengalami
proses, dan sejenisnya tidak pantas diperlakukan sebagail
barang mewah. Barang-barang seperti itu telah menjadi
kebutuhan rakyat banyvak termasuk rakyat golongan ekonomi
lemah.

Fetua dan Sidang vang terhormat,
Selanjutnya kami mengemukakan masalah lain, yvang bukan
merupakan persoalan perlindungan terhadap rakyat kecil,

atau rakyat golongan ekonomi lemah.

Dalam Undang-undang Perubahan yvang diajukan oleh Pemerin-
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tah pada Pasal 9 ayvat (8) huruf ¢ dicantumkan bahwa pajak
masukan - atas pembelian dan pemeliharaan Barang Modal
tidak dapat dikreditkan. Butir ini tidak terdapat dalam

Undang-undang yang berlaku sekarang ini.

Sudah barang tentu, maksud dari penacantuman butir ini
adalah untuk menambah penerimaan negara, dalam waktu yang

1elatif singhkat,

Fraksi PDI dari sejak semula setuju atas pencantuman
huruf ¢ ayat (8) Pasal 9 tersebut. Namun dalam rapat
PANJA, Pemerintah akhirnya mencabut butir yang’bersang—
kutan.

Sudah barang tentu, hal ini tidak wmerupakan beban lang-
sung dari rakyat kecil, tetapi ikut mempengaruhi pemasu-
kan dana bagi penerimaan negara. Oleh karena itu Fraksi

PDI menvayangkan butir tersebut dicabut.

IV. RUU PERUBAHAN ATAS UU _NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK
PATAK. _BUMI DAN BANGUNAN

Saudara F¥etua dan Sidang yang terhormat,

| Paja) Bumi dan Banguan (PBB) adalah pajak yang langbung
dlplkul oleh sebaglan besar rakyat kecil yang hidup didesa-desa.
Musklpun pembayaran PBB merupakan salah satu sarana perwujudan
kegotong-royongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangu-
nan nasional, namun pengenaan PBB haruslah tetap berpijak pada
asas Keadilan dan Kemampuan Penetapan PBR dengan sistim blok

mengandung kelemahan vang prinsipil. Untuk satu blok jalan dengan

Nilai Jual Obyék'Pajak yang sama bagi setiap penghuni akan menim-

bulkan- Kepincangan dan Kecemburuan Sosial. Rumah permanen vyang
berdiri disebelah rumah tidak permanen akan mendapat ketetapan
pajak yang sama tanpa melihat kemampuan membavar dari vang ber-

sangkutan.

Namun demikian, Fraksi PDI sangat menghargai kemauan Peme-
rintah untuk secara bertahap membebaskan rakyat tak mampu'dari
kewajiban membayar pajak. Dengan penetapan Nilai Jual Obyek Pajak
Tidak Kena Pajak sebesar Rp 8.000.000,- {delapan juta rupiah)
akan membebaskan lebih kurang 19,5 juta Wajib Pajak dari kewaji-

ban membayvar pajak.
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Fraksi PDI sangat berharap agar Nilai Jual Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak (NJOPTKP) tersebut terbuka peluang untuk dapat ditin-
4au kembali pada masa datang untuk selalu dinaikan, terutama bagi
rakyat tak mampu. Proses penyesuaian tersebut dapat saja melalui

mekanisme pembicaraan RAPBN.

V. HARAPAN-HARAPAN
Dalam rangka pelaksanaan 4 Undang-undang Perubahan Bidang
Perpajakan yang baru tersebul, Fraksi PDI ingin menyampaikan

harapan-harapan sebagai berikut:

1. Mengingat pemberlakuan ke-4 Undang-undang tersebut akan
dimulai pada tanggal 1 Januari 1995, Fraksi PDI mengha-
rapkan kiranya Pemerintah segera memasyarakatkannya
secara luas kepada seluruh masyarakat wajib pajak di
seluruh lapisan agar mereka mengetahul Hak dan Kewajiban-
nya khusus hak dan kewajiban yang baru yang diatur dalam
ke-4 Undang-undang Perubahan tersebut.

Pemasyarakatan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk
gan sifat seperti pendidikan, penvuluhan, latihan, dan
‘ sebagainya.
| % , | Dari Rekaman Fraksi PDI, masih banyak wajib pajak vyang
v ﬁidak mengetahui hak-haknya dalam Undang-undang yang
; berlaku sekarang ini karena yang selalu ditekankan kepada
mereka adalah kewajiban-kewajibannvya.
Bertolak dari kenyataan ini, Fraksi PDI mengharapkan
kepada Pemerintah agar didalam pemasyarakatan ke-4 Un-
dahgmundgng tersebut lebih ditekankan lagi akan hak-hak
dari wajib pajak disamping kewajiban-kewajibannya, se-
| hingga rakyat mengerti dengan Jjelas dan berimbang akan
hak dan kewajibannvya.
Disisi lain pentingnya pemasyarakatan ke-4 Undang-undang
tersebut untuk mencegah timbulnya spekulasi oleh pihak-
pihak tertentu yang memberikan dampak negatif bagi kehid-
upan rakyat banvak.

2. Kepada masyarakat 1luas diharapkan agar dengn berlakunya
ke-4 Undang-undang ini dapat menunjukkan ketaatan dan
kejujuran didalam melaksanakan kewajibannva seh&gai Wajib
Pajak vyang bertanggun Jjawab. Apalagi kepada golongan
mampu dan pihak~pihak vang telah menjadi besar Kkarena
berbagai fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah kiranya
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menunjukkan sikap keteladanan dan patriot dalam memenuhi
kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang taat, jujur dan

berperi-kemanusiaan.

Kepada aparat pemungut pajak diharapkan pula agar dapat
menjalankan tugasnya. dengan penuh rasa tanggung jawab,
bijaksana tetapi tegas di dalam menegakkan ketentuan-
ketentuan dalam ke-4 Undang-undang tersebut.

Hendaknya dihindari dan dihentikan tindakan-tindakan yang
merusak Citra Aparat Pajak seperti kolusi, manipulasi,
yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Jadi-
lah aparat pajak yang disegani dan dihormati oleh masya-
rakat, bukan sebaliknya ditakuti, dibenci atau dilecehkan

masyarakat.

., Dalam mendukung pelaksanaan dan pengamanan ke-4 Undang-
undanyg tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM} yang
memadai baik segi kuantitas maupun kualitas. Dalam kaitan
ini Fraksi PDI mengharapkan agar Pemerintah dapat memper-
siapkan SDM tersebut dengan sebaik-baiknya yang memenuhi

kriteria-kriteria keahlian, ketrampilan, serta boboti
moral dan mental vang terpuji, yang dalam pelaksanaang
tugasnya memiliki kemampuan untuk menetrapkan nilai»nilai§
IPTEK; sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas ?ang
optimal yang menguntungkan rakyat, bangsa, dan negara.
Dengan dicantumkannya biaya R & D dari pengusaha untuk
dikurangi dari penghasilan kena pajak, Fraksi PDI minta
kesedian dan keiklasan para pengusaha untuk meningkatkan
kegiatan-kegiatan R & D di dalam usahanya, Kkhususnya
daldm pengembangan dan penguasaan teknologi agar tercapai
efisliensi wusaha vang optimal serta nilai tambah vyang
tinggi dalam proses peningkatan mutu produksi.

Memang berbicara R & D yvang dikaitkan dengan pengembangan
dan penguasaan teknologi memerlukan bilaya yang mahal, se
hingga Fraksi PDI dapat memahami Kkurang minatnya para
pengusaha untuk mengembangkan aspek R & D ini, dan lebih
cenderung untuk terus memanfaatkan dan mengimpor teknolo-
gi dari luar.

Kegiatan R & D lebih banyak diserahkan kepada Pemerintah
dan lucunva hasil-hasil tersebut tidak banvak dimanfaat-

kan para pengusaha oleh karena telah keranjingan dengan
teknologl buatan luar.
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Dalam jangka panjang sikap-sikap tersebut tidak mengun-
tungkan dan membahayakan bagi eksistensi bangsa ini.

rrakei PDI ingin mengingatkan kita semua bahwa teknologi
dewasa ini bukan hanva sekedar sebagai faktor produksi
atau instrumen untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, tetapi

telah berkembang sebagal alat pengukur kekuatan bangsa.

gaudara Menteri Keuangan dan Sidang Paripurna yang terhormat,

Atas dasar sikap, pendapat dan harapan-harapan tersebut di

atas, maka pada akhirnya Fraksi PDI menyatakan bahwa

4.

8!
Nl

RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajkan;

RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undanyg~undang Nomor 7 Tahun 1991;

RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983
Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah;

RUU Perubahan atas Undang-undany Nomor 12 Tahun 1985
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

yang hasil“rumusannya telah dilaporkan oleh PANSUS, dabat

diterima dan mengusulkan kepada Dewan untuk ﬁditetapkan
menjadi : | |
1. Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun

1983 Tentang Ketentuan Umum dan 7Tata Cara Perpajakan
Tahun 1994; |
Undand~dndang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undahg~undang Nomor 7 Tahun 1991;,

Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tahun 1994,
Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994.

VI. PENUTUP.

Selanjutnya pada kesempatan ini Fraksi PDI ingin menyampaikan

terima

kasih kepada Pimpinan Dewan, Saudara Menteri Keuangan,
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Saudara Dirjen Pajak, dan seluruh Jjajarannya, rekan-rekan dari
Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Persatuan Pem-
bangunan, Staf Sekretariat DPR dan Pemerintah, Pers, dan pihak-
pihak lain atas segala kerja sama yvang diwujudkan selama proses
pembahasan 4 RUU tersebut, sehingga kita dapat rampungkan pada
hari ini.

Fraksi PDI juga mochon maaf kepada semua pihak bila ada keku-
rangan dan kelemahan baik sikap maupun tutur kata selama proses
perubahan 4 RUU tersebut.

Akhirnya kepada rakvat Indonesia Fraksi PDI mohon maaf apabi-
la perjuangan PDI dalam memberikan warna keadilan, pemérataan/
manfaat dengan Xkemampuan masyvarakat pada 4 RUU tersebut belum
tertampunyg seluruhnya karena pertimbangan-pertimbangan obyektif

bagi kepentingan bangsa dan negara vang lebih besar.

g;Yand jelas masgih ada hari esok untuk melanjutkan perjuangan
-terSebut}demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

|
i

! ?%‘Semoga Allah Subhana Wataalla tetap mengaruniakan taufiq dan
“hidéyah kepada kit@ sekalian dalam melanjutkan pefjuangdn‘mengisi
11kem§$dékaan »me;alﬁi‘ Pembangunan Nasional berkelanjutén yang
-jberﬁéwasan lingkungan, "

Sekian dan terima kasih.

Wabillahitaufif Walilhidavyah

Wassalamu'allaikaum Warohmatullahi Wabarokatuh
MERDEKA | {1

Jakarta, 13 Oktober 1994

i
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PIMPINAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA DPR-RI.

Ketua, Sekretaris,

FATIMAH ACHMAD, SH Drs. MARKUS WAURAN
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